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MOTTO
i) e &) B0 0 S B8 o0 258 G363
“(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku

akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya
azab-Ku benar-benar sangat keras.” (Ibrahim [14]:7)}

! Qur’an kemenag (Ibrahim [14]:7) diakses pada 27 Desember 2023 pada pukul 16.25
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan
Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:
0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan
Huruf _
Nama Huruf Latin Nama
Arab
) Tidak ) )
| Alif _ Tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be
< Ta T Te
< Sa S Es (dengan titik di atas)
T Ja J Je
d Ha H Ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh Ka dan Ha
> Dal D De
5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Za z Zet




[y Sa S Es

ez Sya Sy Es dan Ye
i Sa S Es (dengan titik di bawah)
S Dat D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
b Za Z Zet (dengan titik di bawah)
d ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik

¢ Ga G Ge

S Fa F Ef

S Qa Q Qi

J Ka K Ka

J La L El

¢ Ma M Em

© Na N En

J Wa W We

2 Ha H Ha

s Hamzah ’ Apostrof




v

Ya

Y

Ye

Hamzah (+) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika hamzah (+) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
! Kasrah I I
}‘ Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
5,5/‘ Fathah dan ya Al Adan |
5‘ Fathah dan wau lu Adan U
Contoh:
(5 1 kaifa
J$  :haula

3. Maddah




Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harokat dan
Nama Huruf dan tanda Nama
Huruf
P Fathah dan alif atau _ o
« L A a dan garis di atas
ya
& Kasrah dan ya I i dan garis di atas
e Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
oL : mata
) . rama
&k . yamiitu
g% :gila

4. Ta Marbirah
Transliterasi untuk ta marbitah ada dua, yaitu: ta marbitah yang hidup atau mendapat
harkat fatzah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbiirah yang

mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marburah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbitah itu

ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

JUbY &% : raugah al-asfal



izl &5l al-madimah al-fadrah

S : al-hikmah

-

5. Syaddah
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda tasydid (=), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan

ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

&y :rabbana

L$  :najjaina
i;i-\ - al-haqq
&> al-hajj

@éj s nuima

3 ¢
9 ‘aduwwun

Jika huruf & ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (
-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7). Contoh:

(& : Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

Z_}f : ‘Arabt (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Ji (alif lam
ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,
baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak
mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:



s 24 : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

(] : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
Az : al-falsafah
] : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang
terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:
:Jj}iﬁ ta’muruna
2V al-nau’

to . .
sle® lSyai'un

2 4
- 0
/\

<yl D umirtu

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat
yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim
dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam
tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata
Alquran (dari al-Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:

Fi zilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
Al-‘Ibarat F1 ‘Umiuim al-Lafz 1a bi khusus al-sabab



9.

10.

Lafz al-Jalalah (4v)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih, ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

&) 53s : dinullah

Adapun ta marbirah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

& L&) 3 A - hum f7 rahmatillah

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital
berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EY D). Huruf kapital, misalnya,
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama
pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan
rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Mukhammadun illa rasal

Inna awwala baitin wudi a linngasi lallazz bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazr unzila fth al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tis

Abi Nasr al-Farabr

Al-Gazalr

Al-Mungiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Perceraian dalam keluarga sering kali disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, dan salah
satu faktor yang dapat menyebabkan perceraian adalah nafkah istri yang tinggi. Pada putusan
Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg hakim telah mengabulkan permohonan perceraian suami karena
terjadinya pertengakarn terus menerus dengan istrinya, hal ini dipicu karena kebutuhan istri yang
tinggi dan suami sudah tidak dapat lagi memberikan nafkah sesuai kebutuhan istri yang tinggi
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tingginya kebutuhan istri sebagai pemicu
pertengkaran terus menerus hingga berujung perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis-normatif.
Adapun sumber data diperolen melalui dua objek, yaitu primer dan sekunder. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Library Reasearch (Studi Kepustakaan).
Kemudian metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim yang mengabulkan permohonan perceraian
pada putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg telah sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu sesuai
dengan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tindakan ini sudah
dipenuhi oleh suami. Namun perkara di atas juga dapat menjadi dikabulkannya perceraian apabila
dilihat dari segi (broken marriage). Dalam pasal 50 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang isinya menjelaskan bahwa suami istri yang bertengkar terus menerus dan
perkawinan sudah tidak dapat diteruskan dapat dikabulkan perceraiannya. Kemudian pertengkaran
terus menerus itu disebabkan tingginya kebutuhan istri yang selalu kurang atas nafkah yang
diberikan suaminya. Manajemen keuangan keluarga yang baik akan lebih membantu dalam
pengelolaan keuangan keluarga, bisa jadi tingginya kebutuhan istri disebabkan manajemen
keungan keluarga yang kurang tepat sehingga kekurangan kebutuhan akan menjadi momok dalam
keluarga tersebut.

Kata Kunci: Perceraian, Kebutuhan Istri, Pertengkaran Terus-menerus,
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membangun, sehingga dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 7 Desember 2023
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan istri mengakibatkan pemicu tingginya kasus perceraian di Kota Tegal,
hal ini terjadi karena istri merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya.
Fakta yang terjadi, suami telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya namun
kebutuhan sekunder bahkan tersier istri yang sangat tinggi menyebabkan nafkah yang
diberi selalu kurang dan tidak cukup. Dengan demikian, angka perceraian di Kota Tegal
melonjak tinggi dengan berbagai alasan, salah satunya tingginya kebutuhan istri. Sehingga
banyak istri yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya dan para suami yang

mengajukan cerai talak kepada istrinya.

Seiring dengan perkembangan zaman, fasilitas-fasilitas teknologi mengakibatkan
pergeseran budaya, salah satunya gaya hidup masyarakat. Gaya hidup yang ditawarkan
pada era modernisasi saat ini mulai ikut berkembang, gaya hidup serba mewah atau sering
dikenal dengan istilah hedonis semakin menjadi-jadi di masyarakat, mulai dari remaja
sampai orang tua. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan hedonis, yaitu
lingkungan sekitar dan pergaulan. Gaya hidup hedonis merupakan pola hidup yang
aktivitas hidupnya mencari kesenanga, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah,
bermain, senang membeli barang-barang mahal yang disenanginya serta selalu ingin

menjadi pusat perhatian dalam bersosial.?

Apabila diperhatikan barang belanjaan ibu-ibu saat ini bukan lagi untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga saja, namun banyak kalangan ibu-ibu saat ini membeli barang
yang didasarkan oleh keinginan tanpa mementingkan kegunaan dan manfaat dari suatu
barang tersebut. Keputusan untuk membeli sebagaimana lagi menjadi gaya hidup bahkan
mengarah pada budaya konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif sangat terlihat dari cara

pembelian masyarakat yang tidak didasarkan pada kebutuhan.®

him. 4

2 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2017), him. 186.
3 Skripsi Luluk Mukharomah, Gaya Hidup Hedonis Ibu Rumah Tangga Dalam Perspektif Mashlahah, 2019,



Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan
agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar
persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkan. Namun, jika
semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang
membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian merupakan
jalan yang boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan,
namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran
dalam agama yang lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan,
dan bila mempertahankannya akan berakibat menimbulkan penderitaan berkepanjangan
bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuanketentuan Allah, ikatan itu harus
dikorbankan.*

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih
membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang
di dalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk
mencapai kebahagiaan Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika
perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan
perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan

adalah untuk mencapai kebahagiaan.®

Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, perceraian diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Tentang Perkawinan, secara lebih rinci dijelaskan dalam pasal
19. Dalam pasal tersebut, dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai
berikut: Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sulit disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya
selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal lain diluar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5
(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain diluar kemampuannya. Keempat, salah satu pihak melakukan

4 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him. 15.
5 Djamil Latief, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), him.29.



kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima, salah satu
pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajiban suami istri. Keenam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.®

Cerai gugat atau kAhu/u’ merupakan upaya seorang istri untuk mengakhiri ikatan
pernikahan dengan menggunakan lafaz 44ulu’ atau dengan lafadz semakna dengannya

yang disertai dengan berkomitmen membayarkan harta tertentu yang kemudian diserahkan
kepada suami agar suami menjatuhkan talak kepadanya. Sebagaimana syariat Islam telah
memberikan pula hak bagi wanita dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk
bertahan dengan suaminya, maka dia boleh menempuh jalan damai dengan suaminya dan
menyepakati antara keduanya untuk mengakhiri ikatan suci yang telah mereka rajut
bersama dengan cara meminta agar suaminya menjatuhkan talak kepadanya dengan

tebusan.’

Tingginya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan cenderung lebih
tinggi terlihat dari beberapa tahun terakhir. Fakta menunjukan kasus perceraian pada
pengadilan agama Tegal lumayan tinggi. Terutama pada kasus cerai gugat (perceraian yang
diajukan oleh pihak istri). Menurut data rekap putus dari bagian kepanitraan pengadilan
agama tegal tergolong lumayan tinggi penulis mengambil sampel data dari tahun 2019
hinggga bulan September tahun 2022 ada 2.377 kasus perceraian, sebanyak 1.755
diantaranya adalah kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri, sisanya 625 adalah kasus
cerai talak yang diajukan oleh suami.

Dibawah ini adalah data perceraian yang masuk di PA Tegal dari tahun 2019-2022
hanya sampai bulan September.®

5 Weely Septia Angger Handayani, Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal
Suami, him.3

7 Muhamad Sarbini, dkk, Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi, (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum
Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 09 No 1 April 2021).

8 Data diambil dari Panitera Pengadilan Agama Tegal pada 12 Febuari 2023, pukul 13.05 WIB



No Tahun Jenis perceraian Jumlah
Cerai Talak Cerai Gugat
1 2019 187 465 652
2 2020 169 457 620
3 2021 156 454 613
4 2022 113 379 492
Jumlah 625 1.755 2.377

Berikut adalah penyebab dari perceraian di Pengadilan Agama Tegal dari tahun 2019-

2022:°

No Tahun 2019 2020 2021 2022 Total

1 Zina 0 1 0 0 1

2 Mabuk 0 0 0 0 0

3 Madat 0 1 1 0 2

4 Judi 0 0 1 0 1

5 Meninggalkan 44 91 52 43 230
salah satu pihak

6 Di hukum penjara | 2 0 0 2 4

7 Poligami 0 0 0 1 1

8 KDRT 2 0 0 1 3

9 Cacat badan 1 0 0 0 1

10 Perselisihan dan | 264 442 479 241 1426
pertengkaran
terus menerus

11 Kawin paksa 1 1 0 0 2

12 Murtad 3 0 0 1 4

13 Ekonomi 363 84 39 108 594

14 Jumlah 680 620 572 397 2269

® Data diambil dari Panitera Pengadilan Agama Tegal pada 12 Febuari 2023, pukul 13.05 WIB.




Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut

mengenai perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Tegal karena perselisihan terus

menerus yang disebabkan karena merasa kurang atas nafkah yang diberikan suami.

. Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tegal dalam
memutuskan putusan No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg ?
Bagaimana tinjauan hukum Islam nafkah istri yang tinggi menjadi factor terjadinya

pertengkaran terus menerus dalam putusan No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg ?

. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui lebih jelas apa pertimbangan hukum hakim dalam Pengadilan
Agama Kota Tegal dalam tingginya kebutuhan istri sebagai pemicu terjadinya
pertengkaran terus menerus..

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam nafkah istri yang tinggi menjadi
factor  terjadinya  pertengkaran terus menerus dalam  putusan  No.
548/Pdt.G/2021/PA.Tg.

. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya

perceraian di Pengadilan Agama Kota Tegal, diharapkan melalui penelitian ini bisa

memperkaya khazanah keilmuan intelektualitas di bidang hukum keluarga, khususnya

tentang cerai gugat. Selain itu manfaat dari penelitian ini adalah:

a.

b.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait
sosiologi hukum mengenai tingginya kebutuhan istri sebagai pemicu pertengkaran

terus-menerus dalam keluarga dan mengakibatkan perceraian.

Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi
peneliti lain yang ingin meneliti dalam hal tingginya kebutuhan istri bagi para
pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai



akibat kebutuhan istri yang tinggi dan faktor-faktor terjadinya perceraian di

Pengdilan Agama Tegal
c. Manfaat Akademis

Secara akademis, sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan,
khususnya dalam Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka
Adapun beberapa penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan kebutuhan
istri yang tinggi sebagai sebab tingginya angka perceraian. Untuk itu agar mengetahui
perbedaan penelitan yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus
menelaah karya apa saja yang sudah pernah ditulis. Di bawah ini adalah karya-karya yang
berkenaan terkait tingginya kebutuhan istri dan cerai gugat yang pernah di tulis

sebelumnya.

Skripsi yang berjudul “Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara
Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di
Pengadilan Agama Salatiga)” yang disusun oleh Himatul Aliyah, dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa , latar belakang pelaku gugat cerai disebabkan umumnya berasal dari
keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. Faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya di
dominasi alasan kurang adanya tanggung jawab suami. dampak perceraian yaitu istri
menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami, (hadhanah) anak
dipegang oleh ibunya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga sebagaimana dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No0.9 Tahun 1975 yang

berlaku di Indonesia.°

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas
Kehendak Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten

Brebes)” yang disusun oleh Saeful Anwar. Penelitian ini mengkaji mengenai gejala-gejala

10 Himatul Aliyah, Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor :
0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga) (Salatiga : Fakultas
Syariah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga : 2013)



sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian atas kehendak orang
tua. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perceraian yang terjadi di Desa Grinting
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes karena terkait kondisi keluarga yang memang
ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, mertua yang tidak puas terhadap
penghasilan menantu, intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya dan tingginya
egoisme orang tua. Di samping itu, dapat terlihat adanya kedangkalan masyarakat terhadap
agama. Kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting, maka
dalam konteks hukum Islam mengatakan tidaklah sah. Ketidaksahannya karena ada rukun
dan syarat yang tidak terpenuhi Rukun tersebut adalah gashdu atau sengaja, sedangkan

syarat yang tidak terpenuhi yaitu atas kehendak sendiri.”*?.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan
Alasan Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan
Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA.Yk)” yang disusun oleh Fagih Asadullah. Hasil
penelitian bahwa dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara
perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor
0544/Pdt.G/2011/PA Yk dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu Hakim menghindari
adanya kemudhorotan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan dilanjutkan. Dasar
hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0544/Pdt.G/2011/PA
Yk tentang perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai
dengan hukum normatif dan yuridis. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan
Majelis Hakim: Q.S. Ar-Ruum (30): 21, Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undangundang nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal 3
Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang perkawinan.?.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena
Nusyuz (Studi Terhadap Putusan Nomor 134/Pdt.G/2011/Pa.Smn.)” yang disusun oleh
Maskur. Penelitian ini mengkaji Putusan No. 134/Pdt.G/2011/PA.Smn., Penggugat atau

11 Saeful anwar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus Di Desa
Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).

12 Fagih Asadullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Dan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA.YK)



istri tidak mau melaksanakan kewajiban, yakni berhubungan intim suami istri dengan
tergugat. Dalam hal ini, penggugat dapat dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai istri. Istri dapat disebut nusylz terhadap suami, sebagaimana yang dijelaskan
dalam Kompilasi Hukum Islam: “Istri dapat dianggap nusytiz jika tidak mau melaksanakan
kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan
alasan yang sah.” Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, bahwa
dalam putusan tersebut nusyuz tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan
perkara”. Penyusun memilih tahun 2011 karena dari beberapa perkara cerai gugat yang
ditemukan di Pengadilan Agama Sleman hanya ada satu perkara yang dilatarbelakangi

karena istri nusyuz.*®

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai
Gugat” (analisis putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tha)” yang disuasun oleh Fitria
Ramadhani. Dalam penelitian hal ini menunjukan bahwa latar belakang mengajukan cerai
gugat dengan alasan perceraian yang disebabkan perselisihan terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena perceraian dengan alasan
ekonomi tidak bisa dijadikan perceraian karena tidak diatur di dalam Perundang-Undangan
dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim mempertimbangkan cerai gugat karena faktor
ekonomi sesuai dengan hukum normatif. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan
Majelis Hakim yakni Q.S Ar-Rum (30): 21, kitab Muhazzab Juz 11 halaman 81, Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam.*

Jurnal yang ditulis oleh Arlinta Prasetian Dewi, dan Budi Setiawan, yang berjudul
“Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat
di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan
paradigma kualitatif dengan penekanan pada studi kasus di lapangan. Hasil penelitian
menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan di mana istri memiliki penghasilan yang lebih

besar daripada suami bukan masalah utama dalam kasus perceraian, tetapi ada faktor lain

13 Maskur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyuz (Studi Terhadap Putusan Nomor
134/Pdt.G/2011/Pa.Smn.)”

14 Fitria Ramadhani, Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat, (Analisis Putusan Nomor
280/Pdt.G/2019/PA.Tha) (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum : 2021)



sebagai pemicu seperti ketidakmampuan suami dalam mengelola keuangan, pengambilan
istri hanya untuk kegiatan konsumtif dan bahkan cenderung foya-foya, campur tangan dari
keluarga suami, terutama dalam masalah keuangan, kurangnya pemahaman tentang agama,
dan perselingkuhan. Kemampuan finansial sang istri ini pada akhirnya membuat sang istri

berani menggugat cerai dari suaminya.®®

Jurnal yang ditulis oleh La Jamaa yang dinaungi Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam Iain Ambon dyang berjudul “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga
Perspektif Hukum Islam” penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif dengan
penekanan pada kajian-kajian Islam. Hasil penelitian ini menyatakan istri memiliki dua hak
dari rumah tangga yakni hak meterial dan hak non material. Hak material dari suami berupa
mahar dan nafkah. Penentuan jumlah mahar dan nafkah, mahar sendiri ditentukan dengan
kesepakatan suami istri sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerahnya. Demikian pula
nafkah, baik pangan, sandang maupun papan disesuaikan dengan status sosial suami.
Sedangkan hak non material berupa hak diperlakukan baik oleh suaminya dan hak dipenuhi
kebutuhan seksualnya. Peneliti ini cenderung menelaah tentang hak dan kewajiban suami

istri dengan persperktif hukum Islam.®

Berdasarkan pemahaman penulis dan beberapa penelitian yang disebutkan di atas
dapat jelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara peneliti dengan penelitian-penelitian
sebelumnya mengenai tingginya kasus perceraian. Dilihat dari penelitian-penelitian
sebelumnya belum ada yang meneliti tentang problematika tingginya kebutuhan istri
sebagai pemicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tegal. Peneliti lebih fokus
terhadap analisis putusan hakim No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg dan menganalisis kebutuhan
istri yang tinggi menjadi pemicu terjadinya pertengkaran terus menerus di Pengadilan

Agama Tegal.

15 Arlinta Prasetian Dewi, Budi Setiawan, Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya
Kasus Ce Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo (Ponorogo : Institut Agama Islam Riyadlatul
Mujahidin Ngabar Ponorogo, 2019), him. 1.

16 La Jamaa. 2016. Advokasi Hak-hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. (Jurnal Musawa,
Vol. 15, No. 1.)



F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penlitian hukum normatif atau disebut dengan
penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang
menggunakan data sekunder . Dalam konsep penelitian nrmatif kebenaran suatu
tindakan harus berdasarkanpada peraturan yang telah disepakati bersama yang bersifat
formal dan berangkat dari logika deduksi yaitu pola berpikir dari umum kepada yang
khusus maka dalaam konsep ini penelitian doktrinal di dalam perkara yang sama maka

dia harus diperlakukan yang sama.

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis—normatif. Penelitian yurudis normatif
adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem
norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan
perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan dari terhadap
data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-
buku hukum yang berkaitan.

2. Sumber data
Adapun sumber data yang didapatkan yaitu melalui objek data primer dan data

sekunder

1) Jenis data primer adalah bahan hukum yang bersifat dgmatis. Bahan-bahan hukum
primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Di dalamnya
ada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh
oleh peneliti dari objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan data-data
pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis,
didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi, jurnal, KHI, arsip
perceraian, halaman resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokument lainya.
Dilihat dari data yang tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah,
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sumber data arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.*” Data sekunder ini dapat
disebut juga data tangan kedua. Sebagaimana jenis penelitian ini yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukumnya
adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif
yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum yang digunakan
adalah Al-Qur’an, Hadits, Kaidah figh dan Urf untuk meninjau hukum

Islamnya.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
kepada hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil pernelitian,
makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan
dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat dengan
bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami

bahan hukum primer.

c. Bahan Hukun Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu

Kamus, Ensiklopedia, Indeks Komulatif dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel
melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku,
dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainya
yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah putusan

Hakim Pengadilan Agama Tegal.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian hukum yurudis nrmatif akan

diperleh melalui studi dkumen yaitu mengumpulkan dkumen dan data-data yang

17 saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him 91.
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diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.
4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam satu
pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.*®

Untuk dapat memdapatkan kesimpulan yang valid, pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang di
hasilkan adalah data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut
dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis. Langkah-langkah
menganalisis data adalah sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya setelah data penelitian yang
diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan
cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai,
berarti data itu dipilih-pilih.*® Reduksi data juga dapat menggunakan abstraksi
karena dalam abstraksi berisi rangkuman-rangkuman yang inti dan pernyataan-
pernyataanya yang perlu dijaga karena dalam data penelitian. Dengan demikian
proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat
melakukan penelitian ini untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang

diperoleh dari hasil penggalian data.

2. Penyajian Data

18 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),
him. 103.

1% Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian
(Bandung: Alfabeta, 2005), him. 92.
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Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian
hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis sesuai dengan tujuan
yang diinginkan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran
keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

G. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pembahasan, penyusunan membagi skripsi ini dalam beberapa

bab. Berikut uraian setiap babnya:

Bab Pertama, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk
dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan. Bab ini bisa diharapkan dapar menjadi kerangka untuk melanjutkan ke

pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua, membahas tentang pengertian pernikahan, seputar perceraian yang
meliputi pengertian penceraian, dasar hukum perceraian, alasan perceraiam dan akibat

hukum perceraian serta bahasan tentang kebutuhan istri.

Bab Ketiga, membahas gambaran umum perkara putusan Nomor
548/Pdt.G/2021/PA.Tg. yang berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Tegal,
deskripsi perkara tingginya kebutuhan istri dan pertimbangan hukum dalam memutuskan
perkara N0.548/Pdt.G/2021/PA.Tg.

Bab Empat, merupakan bab analisis tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg. tentang tingginya kebutuhan istri
menjadi pemicu terjadinya pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Tegal serta
analisis Hukum Positif terhadap pertimbangan hakim memutuskan dalam perkara Nomor
548/Pdt.G/2021/PA.Tg .

Bab Kelima, berisikan kesimmpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada

bab-bab sebelumnya.
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BAB 11
KETENTUAN UMUM PERCERAIAN SERTA KEBUTUHAN ISTRI

A. Pengertian Perceraian

Perceraian atau cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: a. Pisah; b.
Putus hubungan sebagai suami istri; kemudian kata “perceraian” mengandung arti kata
benda, yakni perpisahan/perpecahan. Adapun kata bercerai mengandung arti kata kerja.
Yaitu tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi dan berhenti menjadi suami istri.?°
Di dalam pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terdapat istilah perceraian yang
memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat terputus karena kematian,
perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis dapat diartikan bahwa
perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusan hubungan sebagai

suami istri.?

Menurut P. N. H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan
karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua
belah pihak dalam perkawinan.?? Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan
perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
Jadi pengertian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan
hakim atau tuntutan suami atau istri. Adanya perceraian ini maka perkawinan antara suami
dan istri dihapus.?® Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefudin perceraian
berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang
di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baikdari suami maupun dari
istri untuk memutuskan perkawinan. Perceraian selalu berdasarkan pada perselisihan

antara suami dan istri.?

20 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Kedua (Balai Pustaka: Jakarta 1997), him.185

21 Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm,
89.

22 p, N.H Simanjuntak, pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), him 53.

23 Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), him.20.

24 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, (Bandung: Alumni, 1986),
him. 109
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Bentuk-bentuk perceraian dapat dilihat dari beberapa bentuk tergantung siapa yang
berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian). Dalam hal ini menurut

Prof. Dr. Amir Syarifudin ada 4 faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan:

a) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang
suami istri;

b) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan
kehendaknya itu dengan ucapan tertentu;

c) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang
menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan
diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapamn untuk memutuskan
perkawinan;

d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat
adanya sesuatu pada suamu dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya
hubungan perkawinan dilanjutkan.?

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa percerain adalah
putusanya atau terhapusnya ikatan perkawinan antara suami istri, baik karena keinginan
keduanya maupun salah satu pihak dengan alasan tertentu yang dapat di terima oleh
pengadilan yang mana sebelumnya dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak dapat

tercapai perdamaian antara suami istri dalam rumah tangganya.

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai suami istri akibat
permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon
(suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang
dimaksud.? Menurut Hoeruddin menambahkan pengertian cerai gugat secara luas

adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan

25 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), him. 197
2% Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 81
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Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu

putusan Pengadilan Agama, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.?’

Menurut beberapa ahli yang mendefinisikan cerai gugat yang di dalam Islam
yang dikenal istilah k4ulu’ adalah terjadinya perpisahan antara suami istri dengan
keridhoan dari kedua belak pihak atas keinginan istri dengan membayar sejumlah uang
sebagai tebusan “iwadh. Para ulama juga telah mengungkapkan berbagai definisi yang
mereka sepakati bahwa pengertian cerai gugat sama di dalam hukum Islam dengan
istilah al-khulu’. Kebolehan terjadinya khulu’ ini dipegangi oleh kebayakan ulama,
berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Bagarah [2]:229:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali
kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika
kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum
Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri
untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah
orang-orang yang zalim.?

Di dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 229, menjelaskan tentang disyari’atkan
talak secara berurutan. Namun di tengah ayat tersebut, terdapat syari’at laon yaitu

khulu’. Hal ini dijelaskan pada penggalan berikut;

27 Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan kewenangan
Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) (Bandung:

PT. Adi%y

a Bakti, 2000), him. 20.
https://quran.kemenag.go.id/sura/2/229. Diakses pada 12 Febuari 2023 pukul 15.49 WIB.
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" Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri)
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Dengan demikian, khulu’ menurut istilah syara’ adalah perceraian yang
diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya.
Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi

kepadanya.?®

Pada penggalan ayat ini, dijelaskan bahwa ada anjuran untuk melakukan
dengan ihsan (baik) ketika seorang laki-laki harus memilih untuk melakukan tasrih
(melepaskan sesuatu). Bentuk kebaikan dari konsekuensi talah adalah dengan tidak
mengambil apapupun yang diberikan oleh laki-laki kepada istrinya. Kemudian dipisah
dengan adanya huruf istitsna’ (illa) yang berfaedah pengecualian dan memberi arti
tentang iwadl (harta tebusan/ganti rugi), seorang suami menjadi boleh menerima harta
yang pernah diberikan kepada istrinya, sebagai konsekuensi disyariatkannya khulu .

Dasar hukum cerai gugat mengacu pada PP No. 09 Tahun 1975 Pasal 19
mengatur mengenai putusnya perkawinan akibat cerai gugat. Perceraian dapat terjadi

karena alasan atau alasan-alasan:3!

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya.

2 Slamet Abidin dan Aminudin, Figih Munakahat I1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 86.

%0 Indana Afidah, Ketidak-Berlakuan Iwadl Dalam Praktik Khulu’ (Tafsir Ayat-Ayat Khulu’) (Jombang: Program
Pascasarjana Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng, 2016), hlm. 124

31 peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975. Diakses pada 29 September 2022. Pada pukul 20.09 WIB.
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c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sama hal nya pada Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan
khulu’. Namun demikian, ia jJuga mempunyai kesamaan, meskipun ada beberapa yang
membedakan antara keduanya. Persamaanya yaitu keinginan untuk bercerai datangnya
dari pihak istri. Dan perbedaanya yakni cerai gugat tidak selamanya membayar iwadl
(uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya kiulu’, uang iwadl (uang tebusan)
menjadi dasar akan terjadinya kAulu’ atau perceraian khulu’ dimaksud. Diatur di dalam
KHI pada Pasal 148.%

1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu’,
menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi
tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

2) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya
untuk didengar keterangannya masing-masing.

3) Dalam persidangan tersebut, pengadilan agama memberi penjelasan tentang akibat
khulu’ dan memberi nasihat-nasihatnya.

4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka
pengadilan agama memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk
mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan
itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131

32 Kompilasi Hukum Islam Pasal 148. Diakses pada 29 September 2022. Pada pukul 20.48 WIB.
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6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl,

Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Walaupun dalam KHI penjelasan antara cerai gugat dan khu/u’ dibedakan,
namun Undang —Undang No. 07 Tshun 1989 (pada umumnya disebut UUPA) dan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak membedakan diantara keduanya

sehingga tidak ada bahasan khusus.

Sebagaimana hukum talak dan khulu’ merupakan hal yang boleh dilakukan
oleh pasangan suami istri tetapi perbuatan itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah
SWT. Dalam tinjauan hukum fukih, ada beberapa hukum yang berbeda, antara lain,
mubah (diperbolehkan), yaitu ketika istri benci terhadap suami sehingga ia takut tidak
dapat memenuhi hak suami (kewajibanya sebagai istri) dan tidak dapat menegakkan

aturan-aturan Allah sebagai istri, sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Bagarah 2: 229.

Khulu’ adalah cara yang diberikan dalam Islam untuk mengatasi permasalahan
kaum perempuan apabila tidak menyukai suami karena alasan-alasan yang dibenarkan
untuk khulu’ dengan tebusan dari pihak istri. Sebagaimana perceraian yang lazim di
Indonesia, khulu’ juga harus dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya adalah untuk

melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul akibat hukum perceraian itu.

2. Pengertian Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan dari pihak suami. Sedangkan
menurut hukum Islam suamilah yang mempunyai peran penting dalam
mempertahankan perkawinanya. Oleh karena itu suamilah yang berhak melepaskan
ikatan perkawinan tanpa dengan mengucapkan ikrar talak. Dengan demikian apabila
suami hendak meceraikan istri maka mengajukan di pengadilan agama tidak gugatan
perceraian melainkan menggunakan permhnan izin talak. Apabila Pengadilan Agama
akan menilai apakah sudah sudah selayaknya suami mentalak istrinya dengan melihat

alasan-alasanya kemudian terciptalah suatu perceraian yang adil dan baik®?

33 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), him 50-53.
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B. Dasar Hukum Perceraian

1. Dasar Hukum Cerai Talak
Talak disyariatkan dalam al-Qur’an,sunnah dan juga ijma.3* Walaupun sebenarnya
perbuatan talak dibenci Allah, namun hal ini diperblehkan salama pernikahan ini
tidakdapat di pertahankan lagi. Hal ini merupakan cara yang terakhir yang dapat
dilakukan jika pernikahan tersebut terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan

melalui jalan perdamaian dalam Al-Qur’an berfirman Surat An-Nissa ayat:232
A5 5 Oy 25 ol B Saei 53SE O EATRNE 56 5T 308 sl 22 vy
B3I Y 28 2l sy O bl 250 851 K08 fY‘ 235 A i 2S5 O3 0 23

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai
(habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah
dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka
dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di
antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih
bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui,
sedangkan kamu tidak mengetahui”.®®

Ulama sepakat membolehkan talak, ungkapanya menunjukan bahwa
diperbolehkan talak sekalipun makruh. Perceraian diperbolehkan agama karena
dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik, dan akan menghentikan
konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan dan juga tidak lebih banyak
mudharatnya. Sehingga perceraian tidak dipandang kerusakan atau (mafsadah), namun
dipandang sebagai kemashlahatan (bagi para pihak). Jika perceraian lebih baik maka
perceraian dilakukan agar tidak terjerumus pada kerusakan, seperti perselisihan yang
terus menerus dan munculnya tindakan kekerasan, serta merusak psikologi anak-

anaknya®

34 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuh, Cet. 3, Juz. 7, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), him,357.

35 https://quran.kemenag.go.id/sura/2/232. Diakses pada 30 September 2022. Pada pukul 09.37 WIB.

3% Umi Cholidatul M. 2019, Krisis Moral Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Kota Semarang), Skripsi UIN Walisongo Semarang, him. 37-38
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2. Dasar Hukum Cerai Gugat
Dasar hukum cerai gugat diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama Pasal 73.%’

1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali
apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama
tanpa izin tergugat.

2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan
perceraian akan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman tergugat.

3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka
gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama

Jakarta Pusat.%®

Aturan tentang cerai gugat juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam
dalam Pasal 133-135.%°

a) Pasal 133

1. Guggatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116
huruf (b), dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung
sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau
menunjukan sikap tidak mau kembali kerumah kediaman
bersama.

b) Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116

haruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan

$7Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Diakses pada 30 September 2022. Pada pukul
10.48 WIB.

38 |bid.

3% Kompilasi Hukum Islam Pasal 133-135. Diakses pada 30 September 2022. Pada pukul 14.56 WIB.
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Agama mengenai sebab-sebab perseli sihan dan pertengkaran itu
dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat

dengan suami istri tersebut.
c) Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapatkan
hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat
sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf (c), maka untuk
mendapatkan putusan perceraian dibuktikan dengan penggugat
cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang
memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa

putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*°

C. Alasan-Alasan Perceraian

1. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam Ada empat hal yang menjadi faktor terjadinya putusnya

perkawinan diantaranya yaitu:
1) Terjadinya nusyuz dari pihak istri.

Adapun langkah-langkah menghadapi istri yang melakukan nusyuz Q.S.
An-Nisa: 34

\ R ’E of 4490 g s L. as- o, ab G 5 o T w tasige N
Slairs Cas Emlall T LA e 130000 G jaxs Lo ek 2 bas Gl e 03158 Ju

200 W% h’/a”‘.’{,ig;,; o, (. PP T @;;,;o,ax;}.faﬂfo‘.ffoffisL,x%»L Toie 11
1325 36 SSELT 0L 5 BAR, 513 e Ladll & EARAANS Baghal BALE OB (dlisT A Bis G G

_ oz P RPN Iy
s e S8 & &y S Eeile

“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah
meleebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan
karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka
perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan
menjaga diri ketika (suminnya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendakilah kamu
beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang),

40 Kompilasi Hukum Islam. Diakses pada 05 Oktober 2022. Pada pukul 20.48 WIB.
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dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah
kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkanya sungguh, Allah Maha Tinggi,
Maha Besar.”*!

Ayat diatas menjelaskan fungsi dan kewajiban masing-masing jenis
kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, yakni lelaki atau suami gawwam,
memimpin dan penanggung jawab atas perempuan/istri karena masing-masing
mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki yang lain. Sedangkan keistimewaan
lelaki yaitu manjadikanya pantas menjadi pemimpin atau gqawwam, karena itu
lelaki secara umum menafkahi dari sebagian harta mereka untuk membayar mahar

dan biaya hidup istri dan anak-anaknya.

Maka sebab itu isrti shalehah adalah wanita yang taat kepada Allah Swt.
Dan juga kepada suaminya setelah bermusyawarah bersama dan atau bila
perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Serta tidak mencabut
hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu perempuan atau istri juga berkewajiban
memeihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat
oleh karena Allah Swt, setelah memelihara mereka, antara lain dalam bentuk
memelihara cinta suaminya ketika suami tidak ditempat, cinta yang lahir dari

kepercayaan terhadap istrinya.

Avyat diatas memberikan petunjuk atas tutunan kepada suami sebagaimana
seharusnya bersikap dan berperilaku terhadap istri yang membangkang yakni
menasihatinya dengan waktu yang tepat dan kata-kata yang menyentuh agar apabila
nasihat masih belum bisa menyadari, maka meninggalkan mereka, bukan dengan
keluar dari rumah, tetapi ditempat pembaringan dan kalau inipun tidak berhasil
menghentikan pembangkanganya, maka suami diijinkan untuk memukul, tetapi
pukulan yang tidak menyakitkan dan mencederainya. Lalu jika istri patuh maka
suami tidak lagi dibenarkan menyusahkanya dengan cara apapun dan hendaklah
mereka membuka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan

kehidupan bersama.*? Petunjuk tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

4L https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35. Diakses pada 05 Oktober 2022. Pada pukul 21.20 WIB.
42 Shihab Quraish M. Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-guran, (Tangerang:
Lentera Hati 2012), him 181-182
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a) lIstri diberi nasihat negatif dan positifnya (al-tharhib wa al-tarhib) dari
tindakanya itu terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama
agar kembali lagi dan berbaikan dengan suaminya.

b) Apabila usaha yang pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil maka
langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur isri dari tempat tidur suami,
meski masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan dalam “kesendirian
tidurnya itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari
tindakan itu

c) Apabila langkah-langkah kedua tersebut belum juga mengubah pendirian si
istri untuk nusyuz, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran atau
dalam bahasa al-qur’an adalah memukulnya Para mufasir menafsirkanya
dengan mumukul yang tidak melukainya, atau lebih tepatnya adalah
mendidiknya.

2) Terjadinya nusyuz dari pihak suami
Terdapat keterangan dalam Al-Qur’an dan menerjemahkan bahwa jalan

yang ditempuh apabila suami nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak memenuhi
kewajibanya maka upaya perdamaian dapat dilakukan dengan cara istri
merelakan haknya dikurangi untuk sementara waktu agar suami bersedia
kembali kepada istrinya. Dalam Q.S. An-Nisa :128.

08 "1_5 PR 870, (. |0 & ST < of - ca A5 Ao o ZeA A el S o <4 Moo .
;;3- }C.k:a.s\j (E 3 (S Eb \;4.\2.5 ol L&g.:l;« /CL«>- Y Lp\};l j‘ \)}J.,.s Lé;u Lo csl> o\}n\ 95

ot e o A b B 1 Ay - 205§ Ja 2
\j«.o— Q,,Lu.s ) L: BlLg] QLe Wj \”,...,,,4' - q}j i...ZEc“ =J) ’,,.A.a.:Y\ u”m- |j

“dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau
bersikap tidak acuh maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang
sebenarnya, dan perdamaianya itu lebih baik (bagi mereka) walaupun itu
menurut tabiatnya kikir. Dan kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu)
dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh
Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. 43

43 https://quran.kemenag.go.id/sura/4/128. diakses pada 6 Oktober 2022, pada pukul 10.14 WIB.
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Ayat tersebut menjelaskan jika seorang istri khawatir karena menduga
adanya keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan
menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya bersikap yang membuat
potensi kepada perceraian, maka seharusnya membuat perdamaian misalnya
suami atau istri memberi pengorban sebagian haknya kepada pasanganya.
Perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar aturan Allah.

3) Terjadinya perselisihan antara suami istri (syigaq) diterangkan dalam Q.S An-
Nisa 4(35)

) L\J; N & HHESIEs Calal o LS 136 ligss By s ol

s e S8 &) 5 gy 4 35

“Dan jika kamu khawatir terjadi perengketaan antara keduanya maka
kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai
dari keluarga perempuan. Jika keduanya(juru damai itu) bermaksud

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
Allah Mahateliti, Maha Mengenal”.**

Ayat diatas menjelaskan bahwa mengutus juru damai kepada keduanya
untuk menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan bijaksana. Juru damai
sebaiknya dari keluarga laki-laki, yaitu keluarga suami dan dari keluarga istri,
masing-masing mendengar keluhan dan harapan-harapan anggota keluarganya.
Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua juru damai ingin mengadakan
perbaikan, niscaya Allah Swt. Memberi bimbingan kepada keduanya. Ini
karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga

merupakan modal utama menyelesaikan semua problem keluarga.*

Penunjukan hakam dari kedua belah pihak diharapkan dapat
mewujudkan perdamaian untuk menyelesaikan perseteruan diantara kedua
belah pihak, apabila hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakanya maka
dapat digantikan denga hakam yang lain. Dalam hal ini, Indonesia mempunyai

Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang kertugas

4 https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35. diakses pada 6 Oktober 2022, pada pukul 14.05 WIB
45 Shihab, M. Quraish, Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan pelajaran dari Surahsurah Al-@ur’an, (Jakarta: Lentera
Hati, 2012), him 71
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dan berfungsi untuk menjalankan tugas hakam untuk mendamaikan suami istri
yang bersengketa. Atau dalam hal ini memberi nasihat kepada calon suami dan
istri.

4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fasakh, yang menimbulkan
saling menuduh. Cara menyelesaikan permasalahannya adalah dengan
membuktian tuduhan yang didakwakan, dengan cara li’an sedangkan li’an itu
sendiri telah masuk dalam putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-

lamaya.

2. Menurut Hukum Indonesia
Perceraian dapat terjadi karena beberapa macam diantaranya adalah
sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113
disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan yaitu a) tidak
ada keharmonisan dalam keluarga, b) Faktor Ekonomi c). Tidak adanya tanggung
Jawab dalam Rumah Tangga, d). Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT), e). Hadirnya Pihak Ketiga.*®

Dalam hal ini peneliti akan berusaha menguraikan sebab-sebab putusnya

perkawinan yaitu :

a) Tidak ada keharmonisan dalam keluarga

Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang berujung
perselisihan dan tiada penyelesaianya. Pernyebab dari ketidak harmonisan
biasanya dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan
mulus pasti terdapat masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara

seorang suami istri tersebut.*’

b) Faktor Ekonomi
Kesulitan ekonomi terjadi disebabkan oleh berbagai faktor.

penyebab ini adalah menjadi faktor terbesar terjadinya cerai gugat. Hal ini

46 Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasionbal. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), him 116
47 Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkmbangan Hukum Islam
dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. (Jakarta: kaki langit kencana, 2014)
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karena setia keluarga senantiaa berhubungan dengan uang. Manakala terjadi
kesulitan ekonomi dimana tiada ruang bergerak secara leluasa, perbedaan
tempramen dan prioritas diantara suami istri dapat menimbulkan terjadinya
konflik.
c) Tidak Adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga
Tidak adanya tanggung jawab sebagai akibat tidak adanya
singkronasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri

penyebab kesenjangan harapan dengan kenyataan dalam pernikahan.*®

Harapan terhadap pasangan seringkali melebihi kemampuan untuk
mewujudkanya. Dan harapan tersebut terkadang menafikan kenyataanya
bahwa setiap orang tidak mungkin sempurna. Harapan yang berlebih ini

dapat menimbulkan terjadinya penilaian yang dapat memicu cerai gugat.

d) Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi
dikalangan masyarakat, kekerasan fisik dan psikis. Penyebab itu sama
maknanya dengan apa yang diistilahkan sebagai kekerasan dalam rumah

tangga

e) Hadirnya Pihak Ketiga

Hadirnya pihak ketiga masih menjadi polemik yang kontras terjadi.
Tanpa disadari ternyata kehadiran orang lain diluar struktur keluarga secara

utuh memberi kontribusi cerai gugat yang sangat signifikan.

Berkaitan dengan pasal di atas maka selanjutnya dijelaskan
mengenai penyebab terjadi perceraian yakni pada Putusan Presiden Nomer
9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-

alasan berikut:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pemandat, penjudi

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

48 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him 74
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b)

c)

d)

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu
pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami istri.

Antara suami istri terus menerus perselisinan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*®

Selanjutnya dijelaskan pula di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

mengenai pernyebab terjadinya perceraian yang termaktub dalam pasal 116 yang

berbunyi :

1.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tsatu anpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

Salah satu pihak mendapat hukuman panjara 5 (lima) tahun atau
hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yanng
membahayakan pihak lain.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perseisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Suami melangggar taklik talak.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan

dalam rumah tangga.

0 1pbid, him 109-110

50 Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), him 221- 222
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D. Akibat Hukum Perceraian
Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah.

a. Baik ibu atau bapakk tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusanya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memberi
kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya
tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.>!

Akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut®? :

1. Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian,
bukan berarti kewajiban sumi istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak dibawah
umur berakhir. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah
untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan
anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah
terhadap anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut balig dan
berkal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan
kepentingan anaknya. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala
biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu

maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang mimikul biaya anakanaknya.

51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41. Diambil pada 10 Oktober 2022 pukul 09.23 WIB
52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45. Diambil pada 10 Oktober 2022 pukul
11.03WIB
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Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan bahwa. (a) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik
anak-anaknya; (b) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun

perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Intruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1999

tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Bahwa :>
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
Dalam hal terjadinya perceraian :

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah
hak ibunya;

2) Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang hak pemeriharaanya;

3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;
Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang
belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan
memindahkan atau mengendalikanya kecuali karena keperluan yang mendesak
jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan
yang tidak dapat dihindarkan lagi.

2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan

dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada Ayat (1).

Adapun Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak
ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak

memelihara anak antara lain®* :

58 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 106. Diambil pada 10 Oktober 2022 pukul 14.53 WIB
54 Kompilasi Hukum Islam Pasal 156. Diambil pada 11 Oktober 2022 pukul 01.20 WIB
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1. Anak yang belum mummyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila
ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya digantikan oleh :

Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.

Ayah.

Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.

Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

o a ~ wDn

Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Terhadap Harta Bersama

Pasal 1 haruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik
sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Mengenai pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan secara tegas diatur

tegas dalam Pasal 85 sampai dengan 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :>°
Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya

harta milik masing-masing suami atau istri.
Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam.

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena
perkawinan.
(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian dengan

harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam.

(1) Harta bawaan d ari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-

55 Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan 97. Diambil pada 11 Oktober 2022 pukul 03.38 WIB
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masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian
perkawinan.

(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakah, atau lainnya.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka

penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam.

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya

sendiri.
Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam.

menjelaskan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun

harta suami yang ada padanya.
Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda
berwujud atau tidak berjuwud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak, dan surat-surat berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas

persetujuan pihak lainya.
Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau

memindahkan harta bersama.
Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.
(1) Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya

masing-masing.
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(2) Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

(4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari
seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Kepemilikan harta bersama dari perkawinan suami yang mempunyai istri lebih
dari seorang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), dihitung pada saat

berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.
Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 Ayat (2) Huruf (c) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat
meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama
tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan
yang selalu merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk,
boros dan sebagainya.

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk
kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam.

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan
yang hidup lebih lama.

(2) Pembagian harta bersama bagi bagi seorang suami atau istri yang hilang harus
ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara

hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama

seapanjang tidak tentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
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3.  Terhadap Nafkah

Menurunt pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh
suaminya sudah tidak lagi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam percerian itu istri
yang bersalah. Namun jika istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya
mengenai biaya hidupnya selama ia masih dalam masa iddah yang kurang lebih 90
(sembilan puluh) hari. Tetapi setelah masa iddah suami tidak perlu lagi membiayai bekas
istrinya lagi. Kemuadian setelah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas
istrinya lagi bahkan sesudah masa iddah, istri harus keluar dari rumah suaminya. Jika ia
masih hidup di dalam rumah yang disediakan suaminya. Jadi baik wanita yang masih
dalam masa iddah ataupun sudah berakhir asal dalam perceraian ia bukan yang berada di
pihak yang bersalah maka istri atau wanita itu berhak menerima atas biaya
penghidupan.®®

Ketentuaan tersebut dapat damai atas persetujuan bekas suami begitu juga
mengenai biaya hidup atau bisa juga dengan putusan perdamaian apabila bekas suami
tidak dengan suka rela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan
mengenai pembiayaan hidup setelah bercerai itu terdapat dalam Undang-Undang
Perkawinan diatur di dalam Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi “Pegadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”®’

Kemudian apabila bekas tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah
sehari-hari, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu

menikah lagi dengan pria lain.

E. Pengertian Nafkah
Secara linguistik kata nafkah berasal dari bahasa Arab “nafaqa-yunfiqu” yang
merupakan sinonim dari kata “dzahaba, kharaja yang memiliki kesamaan yaitu pengertian

pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nafaga atau nafkah memiliki arti mengeluarkan,

% Nunung Rodliyah, akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, 1 maret 2014
57 Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf (c). Diambil pada 11 Oktober 2022 pukul 12.55 WIB
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membelanjakan, aau membiayai. Dengan demikian, nafkah secara etimologi berarti
memindahkan suatu hal dari satu tempat ke tempat lain.>® Dalam bahasa Indonesia nafkah
sudah menjadi kata baku yang diartikan sebagai belanja untuk hidup, rezeki, makanan
sehari-hari, kebutuhan dan uang belanja keluarga. Makna nafkah ini juga memiliki arti
uang atau pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya. Oleh karena itu, nafkah
keluarga adalah pemberian dari kepala keluarga kepada seluruh anggota keluarganya untuk

memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya.

Menurut para Fugaha nafkah secara termonologi adalah biaya yang wajib
dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang lain yang merupakan tanggung jawabnya,
Sebagian ulama juga membatasi pengertian nafkah menjadi tiga komponen yaitu sandang,
pangan, dan papan, bahkan ada juga yang berpendapat pengertian nafkah hanya berupa
pangan saja. Dalam hal ini, seseorang yang dibebani untuk memberikan nafkah kepada
anggota keluarganya menurut jumhur ulama yaitu suami. Oleh karena itu seorang suami
merupakan sosok lelaki yang berkewajiban penuh untuk memberikan nafkah kepada
anggota keluarganya, serta mempunyai tanggung jawab penuh atas kehidupan rumah
tangganya.

F. Dasar Hukum Nafkah
Nafkah merupakan hal yang intim bagi keberlangsungan rumah tangga, karena
dengan adanya nafkah kebutuhan hidup akan tercukupi dan memiliki bekal untuk
melanjutkan alur kehidupan. Suatu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya
kewajiban memberi nafkah, karena akad perkawinan melahirkan hak dan kewajiban. Maka
apabila tidak terjadi perkawinan, apa tidak ada pula kewajiban untuk memberi nafkah

keluarga.

Dasar Hukum Nafkah Menurut Komplikasi Hukum Islam
Kewajiban nafkah merupakan suatu tanggung jawab suami terhadap istri dan
anaknya dengan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan hidup keluarganya. Sebgaimana
yang termuat dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 80, yaitu: (1) “Suami adalah
pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan

%8 Ali Imron, Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga (Studi Pergeseran Peran dan
Tanggung Jawab Suami Istri di Rumah Tangga yang Istri Bekerja), (Semarang, 2014), him, 57
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rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.” (2) “Suami
wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

sesuai dengan kemampuannya.”

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga
memberikan ketegasan hukum tentang kewajiban nafkah bagi suami, yaitu dala Pasal 34
Ayat 1 yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Dasar Hukum Nafkah Menurut Islam
Nafkah lahir adalah nafkah yang diberikan untuk kebutuhan lahiriyah seperti
sandang, pangan, dan papan. Seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk

keluarganya sebagaimana firman Allah dalam surat Al Bagarah 233:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
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Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang
ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian
mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan
kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula
ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah
antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu
(kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan
cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.>®

% Qur’an Kemenag diambil pada 29 mei 2024
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Dengan demikian ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa nafkah adalah
kewajiban seorang suami untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri dan anggota
keluarganya, begitu pula dengan istri yang berkewajiban sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh syariat Islam. Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa seoramg suami
mempunyai peran penting dalam hubungan rumah tangga, menjadi sebuah pemimpin dan
bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup yang didalam hal ini adalah

nafkah keluarga.

Selain ayat diatas, kewajiban memberikan nafkah terdapat dalam Al-Qur’an surat

At-Talaq ayat 7:
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Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut
kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari
apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada
seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah
kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.®°

Ayat diatas memberikan penjelasan tentang tolak ukur sebuah nafkah yang
diberikan oleh sang suami. Hal ini cukup memberikan pemahaman bahwa bagi seorang

suami harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

G. Kadar nafkah dan kebutuan keluarga
Nafkah adalah nama bagi sesuatu (barang) yang dinafkahkan atau diberikan oleh
suami kepada istri, karib-kerabat dan orang yang menjadi tanggung jawabnya demkian,
pengertian nafkah secara umum. Bila pengertian nafkah yang hanya dikhususkan kepada
istri dapat dikemukakan bahwa nafkah istri adalah suatu yang menjadi kebutuhan pokok
bagi istri seperti pangan, papan, sandang dan yang terkait dengan serta apa saja yang

merupakan kebiasaan dalam kehidupan.

80 Qur’an Kemenag diambil pada 29 mei 2024
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Definisi diatas mencakup berbagai aspek kebutuhan hidup yang layak dimiliki oleh
seseorang. Dengan demikian yang dimaksud nafkah istri adalah suatu kebutuhan pokok
hidup yang mesti dipenuhi oleh suami dalam kehidupan rumah tangga. Kebutuhan pokok
tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab penuh suami. Oleh karena itu, apabila
suami enggan atau tidak bertanggung jawab untuk menuaikan nafkah istrinya sesuai
dengan kemampuannya, maka istri berhak menuntut kepengadilan dan bisa berakibat atau
menjadi sebab jatuh talak. Namun sebaliknya, manakalah nafkah itu dipenuhi oleh suami
sesuai dengan kemampuanya yang berdasarkan kepada petunjuk ajaran Islam, maka

terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.

Pandangan Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga Menurut Imam Abu
hanifah (80-150H) dan Imam al-Malikiy (93-179 H) mereka berpendapat mengenai
kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi patokannya adalah sang
isteri, yakni sesuai dengan kecukupan sang isteri. Dasarnya adalah firman Allah Swt. dalam

QS. al-Bagarah ayat 233, sebagaimana dalam ayat tersebut disebutkan “_, .. "yang berarti

nilai kecukupan sang isteri, sebab Allah Swt. menyamakan antara nafkah dengan pakaian,
jika pakaian disesuaikan dengan kondisi sang isteri maka nafkah juga sama. begitu juga
halnya seorang suami juga berkewajiban dalam memberikan pakaian kepada sang isteri,
sebab kebutuhan sang isteri akan pakaian bersifat selamanya. Oleh karena itu posisinya
seperti nafkah. Kadar kecukupan dan kepantasan pakaian tersebut disesuaikan dengan adat
kebiasaan. Maksudnya, jika sang isteri berasal dari kalangan atas dan suaminya juga dari
kalangan atas, maka suami wajib memberikan pakaian terbaik yang selayaknya dikenakan
oleh isteri yang sekelas dengannya, kemudian jika isteriisteri berasal dari kelas menengah,
maka suami harus mengukur kecukupan dan kepantasan pakaian yang biasa digunakan
oleh wanita kelas menengah, mengenai jumlah pakaian yang diberikan untuk sang isteri,

ini juga berpatokan pada kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat®®.

Bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar
keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan
keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad

perkawinan di lakukan. Hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan berumah tangga

&1 Ibn Qudamah, al-Mughniy, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 11, him. 615
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di atas harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan
keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami
isteri pada bab sebelumnya jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami isteri sebagai
konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Menurut al-Qodhi: Kadar kebutuhan pokok tidak memiliki perbedaan dalam
jumlah. Setiap hari seorang suami wajib memberikan makanan pokok sebanyal 2 liter
untuk isterinya, tidak ada perbedaan antar orang miskin dan orang kaya dalam kadar
jumlahnya, disesuaikan dengan pelunasan kifarat. yang menjadi berbeda adalah sifat dan
kualitas barang yang diberikan suami. Sebab, baik orang kaya maupun orang miskin
keduanya memiliki kebutuhan pokok dengan jumlah dan kadar yang sama, yang menjadi
berbeda adalah kualitas dan sifat makanan pokok yang keduanya konsumsi. Jika ketentuan

ini berlaku dalam hal kifarat, maka demikian pula berlaku dalam hal nafkah®?

Berdasarkan dari pendapat para ulama seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah,
Syafi’iyah dan Hanabilah, bahwasanya tentang kadar nafkah keluarga, kesimpulan yang
dapat diambil dari pendapat Ibnu Qudamah adalah berdasarkan al-Qur’an surat al-Bagarah
ayat 233 dan hadits Nabi Saw. bahwasanya seorang suami wajib memberikan nafkah
kepada isterinya, adapun kadar nafkahnya adalah sesuai dengan kadar yang dirasakan
cukup memenuhi kebutuhan pokoknya. Tentunya kadar kebutuhan tersebut dilakukan

dengan cara yang bijak dan baik®?

Kebutuhaan adalah keperluan asasi yang harus dipenuhi untuk mencapai
keseimbangan organisme®*. Kebutuhan muncul ketika seserang merasa kurang dalam
kehidupanya yang dapat merusak kesejahteraanya. Dengan kata lain, kebutuhan akan
muncul ketika ketidakseimbangan dalam individu yang membuat individu melakukan
suatu tindakan yang mengargah pada suatu tujuan, dan kebutuhan dapat terpenuhi.®®

82 Ibid
8 Ibn Qudamah, al-Mughniy, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 11, him. 603

8 Tantri Ruswati, Bentuk Pemenuhan Kebutuhan Oleh Wanita Pekerja Pembuat Bulu Mata Palsu (Tinjauan
Teori Hirearki Kebutuhan Abraham Maslow), (Puwokerto, 2018), him 10

65 E. Koswara, Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan Bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami
Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), him. 59
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Sedangkan menurut Imam Ghozali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk
mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan
hidupnya. Seperti kebutuhan makanan untuk menolak kelaparan dan menyambung
kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta menolak panas dan

dingin. Hal ini berdasarkan ungkapan dari Imam Al-Ghozali, sebagai berikut:

Sesungguhnya manusia disibukkan pada tiga kebutuhan yaitu makanan (pangan),
tempat (papan), dan pakaian (sandang). Makanan untuk menolak kelaparan dan
melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta

tempat pakaian untuk menolak panas dan dingin serta menolak dari kerusakan.®

Sebagaimana yang kita pahami tentang pengertian ilmu ekonomi konvensional,
bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik dari segi individual
maupun dari segi masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya
yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang dasarnya tidak terbatas) akan barang dan
jasa.®” Kebutuhan di dalam ilmu ekonomi konvensional, kita akan menemukan bahwa
kebutuhan selalu diartikan sebagai keinginan untuk mendapatkan suatu sarana tertentu,
baik berupa jasa maupun barang.®® Keinginan hanyalah sebatas keinginan yang masih bisa
untuk tidak diwujudkan, sedangkan kebutuhan adalah hal yang harus dipenuh.

Di dalam dunia akademis yang paling terkenal adalah model yang dikembangkan
len Abraham Maslow yang biasa dikenal sebagai teori kebutuhan maslow yang
menyatakan bahwa kebutuhan manusia memiliki tingkatan mulai dari keamaanan sampai
aktualisasi diri.*® Adapun menurut Murray, kebutuhan adalah “sebuah konstruk yang
menunjukan sebuah dorongan dalam wilayah otak yang mengatur berbagai proses seperti
persepsi, pikiran dan tindakan dengan maksud untuk mengubah keadaan yang ada dan tidak

memuaskan”.’®

8 Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dam Ihya’ Ulumuddin (Surabaya:

PT Bina llmu, 2010), him, 92

87 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Islam (Jakarta: Kencana, 2010), him, 68
8Sadono Sukirno, Pengantar Mikro Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), him, 5
8 Wardalisa, Teori Abraham Maslow (http://staff.gunadarma.ac.id_Pdf/08-04-2016). diakses pada 14 Oktober

2022 pukul 20.45 WIB

0 Saidi Bindarwan, Teori Kebutuhan Menurut Maslow, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Henry

Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, Mcclellen (http://blogspot.co.id/10-06- 2016) diakses pada 14 Oktober
2022 pukul 22.15 WIB
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Adapun kebutuhan dalam Islam terbagi menjadi tiga tingkat yaitu kebutuhan primer
(maslahah dharuriah), kebutuhan sekunder (mashalat hajjiyah) dan kebutuhan tersier

(mashalahah tahsiniyyah ) yang dijelaskan sebagai berikut’

a) Kebutuhan Primer (maslahah dharurriyah) yaitu kemaslahatan atau kebutuhan
yang memelihara kelima unsur yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta. Jika kelima unsur tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan.

b) Kebutuhan sekunder (mashalah hajjiyah) yaitu kemashlahatan atau kebutuhan
yang bersifat sekunder, yang mana diperlukan apabila seseorang untuk
memudahkan dalam menjalani hidup dsn menghilangkan kesulitan dalam rangka
memelihara kelima unsur diatas. Jika kemashlahatan sekunder ini tidak terpenuhi
maka akan terjadi kesulitan.

c) Kebutuhan tersier (mashlahah tahsiniyyah) yaitu kemashlahatan atau kebutuhan
yang bersifat tersier, yang dimaksud adalah memelihara kelima unsur pokok yang
diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yanng pantas dan layak dari
kebiasaan yang baik jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan
kesempitan dalam kehidupanya, sebab ia tidak begitu membutuhkanya sebagai

pelengkap atau hiasan hidupnya.

I Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), him 242
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BAB Il1
NAFKAH ISTRI YANG TINGGI SEBAGAI PEMICU TERJADINYA
PERSELISIHAN TERUS MENERUS PADA PUTUSAN NO 485/Pdt.G/2021/PA.Tg.

A. Deskripsi Pengadilan Agama Tegal
1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Tegal
Menyimak sejarah Pengadilan Agama Tegal tidak dapat lepas dari sejarah
berdirinya Kota Tegal dan perkembangan Pengadilan Agama Tegal atau Makamah

Syari’ah diseluruh indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khusunya.’?

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Kota Tegal berkantor fi Serambi Masjid
Agung Tegal sekitar tahun 1915 yang terletak di sebelah barat alun-alun, setelah beberapa
tahun kemudian sewa atau kontrak Baesah, Desa Panggung pada tahun 1960, pada tahun
1981 barulah Pengadilan Agama memiliki gedung milik negara Cg. Departemen Agama

oyoang terletak di jalan Lele nomr 16 Tegal seluas 150 M2 diatas tanah seluas 650 M2.”3

Selanjutnya pada tahun 2007 melalui anggaran DIPA Nomor: 0111.0/005-
01.0/X111/2008 tanggal 31 Desember 2007 Pengadilan Agama Tegal memperoleh
anggaran belanja dan telah direalisasikan untuk pengadaan tanah guna pembangunan
gedung/kantor Pengadilan Agama Tegal yang terletak di jalan Mataram No. 6 Kelurahan
Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal seluas 5.412 M2. Kemudian pada
tahun anggaran 2008 Pengadilan Agama Tegal memperoleh belanja modal pembangunan
gedung melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Tegal Nomor: 0111.0/005-
01.0/X111/2008 dan telah direalisasikan membangun sebuah gedung/kantor Pengadilan
Agama Tegal dua lantai seluas 1.700 M2. dan sejak itu Pengadilan Agama Tegal memiliki

gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditepati.’

Kemudian visi dan misi serta struktur keanggotaan pengadilan agama tegal sebai
berikut:

2 pengadilan Agama Tegal.” Sejarah Pengadilan Agama Tegal”, http//pa-tegal.g.id/ diakses pada 11
November 2022 pada pukul 16.10 WIB

73 1bid.

4 1bid
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a. Visi:
Terwujudnya Pengadilan Agama Tegal Yang Agung
b. Misi:
1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas
sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Mgeningkatkann profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Tegal.
3. Meningkatkan penyelenggaraan managemen peradilan dan administrasi umum.
4. Meningkatakan kredibilitas dan transparasi penyelenggaraan tugas dan
kewenangan Pengadilan Agama Tegal.”

c. Struktur organisasi Pengadilan Agama Tegal
1. Ketua: Ulfah, S.Ag.,M.H.
2. Wakil Ketua : Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.
3. Sekretaris : Sulhan Ariyanto, S.H.
4. Hakim-Hakim :

a) Abdul Jaris Daud, S.H.
b) H. Fitriyadi, S.H., M.H.

5. Panitera : Sri Paryani Sulistyowati. S.Ag.
6. Panitra Pengganti : Muchtarom, S.H. dan Dewi Retno Ningsih, S.H.
7. Panmud Pemohon : Anis Yulianti, S.H.
a. Analisis Perkara Peradilan : Yuni Isnaenti, S.H.l. dan Pramudia Gilang
Praseda, S.H.
b. Pengadministrasi Registrasi Perkara : Indah Erlianni, Amd.Kom.
c. Pengelola Perkara : Hanif Fajari Septiana, Amd.
8. Panmud Gugatan : Saig Masdugi. S.Ag., M.H.
9. Panmud Hukum : Pupri Cahyon, S.H.
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan Tl Dan Laporan : Moh. Ali Mahar, S.Kom.

5 Pengadilan Agama Tegal.” Visi-Misi Pengadilan Agama Tegal”, http//pa-tegal.g.id/ diakses pada 11
November 2022 pada pukul 18.09 WIB
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11. Analis Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan : Soirin, S.1.P.
12. Pengelola Sistem : M. Firdaus Bagus Saputra, Amd.
13. Analis Tata Laksana : Angger Bagus Manggala, S.1.P.”

Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama Tegal

Peradilan Agama merupakan lembaga dari pemerintah yang bertugas untuk
menegakan keadilan, bila dalam suatu masyarakat tidak ada peradilan maka keadaan
masyarakat terksebut akan kacau.”” Sehigga di Indonesia pada tahun 1989
diundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Bab Il
pasal 49 s/d 53 Undang-Undang Nomor & Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
meyebutkan bahwa tugas dan wewenangnya yaitu memeriksa dan memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam
dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadagoh.”® Namun kemudian
kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tersebut
diubah menjadi Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,
dimana kewenangan Peradilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa dibidang
waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh, akan tetapi juga mempunyai kewenangan

mengadili sengketa Ekonomi syari’ah.”

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang sama hal nya seperti tugas
dan wewenang pada Pengadilan Agama pada Umumnya. Tugas dan wewenang
Pengadilan Agama Semarang juga mengacu pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Pengadilan Agama pasal 49, dengan demikian Pengadilan Agama Tegal memiliki

tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama

76 Pengadilan Agama Tegal.”Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal”, http//pa-tegal.g.id/ diakses pada
12 November 2022 pada pukul 21.18 WIB

7 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Cet. IIl; Jakarta, Kencana media
Group, 2005), him 5.

8 Undang-Undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diambil pada 13 November 2022 pada pukul 08.12

8 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Diambil pada 13 November 2022 pada pukul 08.47
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antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari’ah.®

Berdasarkan beberapa tugas diatas, maka dapat kita ketahui beberapa fungsi

Pengadilan Agama Tegal sebagai berikut:8!

a) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi
wewenang Peradilan Agama Tegal di wilayah Yuridiksinya.

b) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua
unsur di lingkungan Pengadilan Agama Tegal.

c) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum
perdata Islam pada instasi pemerintah di kota Tegal

d) Fungsi Lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian
dan lain sebagainya.

B. Nafkah Istri Yang Tinggi sebagai Pemicu Perselisihan Terus-menerus hingga

Berakhir Perceraian pada Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Tg

Dalam perkara ini yang memutuskan perkara tersebut adalah Abdul Rauf, S. Ag.,
M.H. selaku Ketua Majelis Hakim dalam persidangan Perkara tersebut. Perkara ini
diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari kamis, 09 Desember
2021 yang bertepatan dengan tanggal 4 Jumaidil Awwal 1443 Hijriyah oleh Majelis Hakim
Peradilan Agama Tegal yang di dalamnya terdapat Abdul Daud, S.H. dan juga H. Fitriyadi,
S.HI., S.H., M.H. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri
Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan perkara hari itu juga diucapkan oleh
ketua Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan juga dihadiri oleh Pemohon hadirnya Termohon.

8 Pengadilan Agama Tegal.”Tupoksi Pengadilan Agama Tegal”, http//pa-tegal.g.id/ diakses pada 13
November 2022 pada pukul 15.10 WIB

81 pengadilan Agama Tegal. “vc Tupoksi Pengadilan Agama Tegal”, http//pa-tegal.g.id/ diakses pada 14
November 2022 pada pukul 21.55 WIB
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Duduk Perkara No. 485/Pdt.G/2021/PA.Tg tentang Cerai Talak

Berdasarkan salinan putusan yanng penulis peroleh dari Pengadilan Agama Tegal,
yang mana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak
yang diajukan pemohon.

Pemohon dengan surat pemohonanya 11 November 2021 yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 11 November 2021 dengan registrasi
perkara Nomor 548/Pdt.G/PA.Tg. telah mengajukan beberapa hal diantaranya Bahwa
pada tanggal 31 Oktober 2013, melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Sebagaimana terbukti dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 11 Oktober 2013. Setelha menikah ia tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 4 bulan, kemudian mereka pindah dirumah
orang tua pemohon selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Dan selama menikah dia sudah
melakukann hubungan suami istri (ba’da dukhul) dan sudah mempunyai anak laki-laki
yang bernama Aditya Rifki Hamizen lahir di Tegal, 06 Juni 2015. Pada awalnya
hubungan rumah tangga ini baik-baik saja namun pada tahun 2017 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu
merasa nafkah yang dibeikan oleh pemohon kurang, padahal semua pendapatan pemohon
sudah diberikan untuk termohon dan Termohon kurang dalam melayani Pemohon dan
sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Bahwa pucaknya pada tahun 2019 memutuskan
untuk pisah ranjang dan tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri .Pemohon sudah
sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak

sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut pemohon memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tegal/Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan pemohon
untuk cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Tegal dan memberi izin kepada
pemohon untuk menjatuhkan talak raj’i tehadap termohon (XXXX) di depan sidang

Pengadilan Agama Tegal dan membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan orang

lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu termohon telah dipanggil resmi dan patut
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dengan relas panggilan Nomor 548/Pdt.G/PA.Tg ketidakhadiranya termohon ternyata

disebabkan oleh suatu alasa yang sah menurut hukum.

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati pemohon agar
tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai akan tetapi tidak
berhasil. Maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir
pernah dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis
Hakim melanjutkan dengan pemeriksaan terlebih dahulu membacakan surat permohonan
pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud tetap dipertahankan

oleh pemohon tanpa perubahan maupun tambahan.

Untuk menguatkan dalil-dalil pemohonanya, pemohon dalam persidangan juga
telah menyiapkan bukti tertulis berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor:
3376031202910001 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota
Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokan dengan
aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tandan (P.1).
kemudian selanjutnya adalah Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 31
Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Margadana Kota Tegal. Bukti surat
tersebut bermaterai cukup, diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya kemudian
diberi kode bukti (P.2).

Selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta,
alamat Kota Tegal. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Bahwa saksi adalah saudara
sepupu Pemohon.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sudah memiliki
1 anak laki-laki sampai berpisah. Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun
2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena
masalah ekonomi dan disebabkan Termohon tidak patuh dengan Pemohon Bahwa
setahu saksi, selama 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak lagi
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berkomunikasi. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai namun
tidak berhasil.

2. Saksi Il, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, alamat
Kota Tegal. Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Bahwa saksi
kenal dengan Pemohon dan Termohon Bahwa saksi adalah saudara sepupu
temohon.Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah secara sah dan terakhir berumah tangga di rumah orang tua Termohon dan
sudah memiliki 1 orang anak sampai berpisah dan lahir di Tegal, 06 Juni 2015 yang
dirawat oleh Termohon. Bahwa setelah menikah awalnya kehidupan rumah
tangganya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka sudah
tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi nafkah yang
diberikan Pemohon kurang kepada Termohon, namun sekarang Pemohon sudah
bekerja di Jakarta.Bahwa setahu saksi, selama 2 tahun yang lalu Pemohon dan
Termohon sudah pisah rumah dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah
bertemu dan sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Bahwa saksi p menasehati

Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan
mencukupkan alat-alat buktinya, pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan
yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya
dikabulkan.

C. Pertimbangan Hakim
1. Pertimbangan alat bukti

Di dalam memutuskan perceriaian, maka hakim perlu mempertimbangkan alat
bukti yang diajukan oleh pemohon atau penggugat untuk mendukung dalil-dalil yang
diajukan oleh pemohon. Adapun alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam
perkara Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.Tg antara lain : alat bukti tertulis dan saksi. Alat bukti
tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 485/Pdt.G
/2021/PA.Tg antara lain: bukti tertulis berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor:
3376031202910001 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota
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Tegal Provinsi Jawa Tengah, fotocopy KTP tersebut sebagai alat bukti pertimbangan

Hakim bahwa pemohon masih tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Tegal.

Alat bukti tertulis yang lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara NO
485/Pdt.G/2021/PA.Tg (Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 31
Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Margadana Kota Tegal. Bukti surat
tersebut membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam suatu
perkawinan yang sah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perceraian. Jadi bukti
fotocopy akta nikah menjadi alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam

memutus perkara.

Selain alat bukti tertulis, saksi juga merupakan alat bukti yang menjadi
pertimbangan hakim dalam memutus perkara NO 485/Pdt.G/2021/PA.Tg. Adapun saksi-
saksi yang dimintai keterangan adalah saudara sepupu Pemohon sebagai saksi 1 yang
berumur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat
Kota Tegal dan saksi 2 adalah saudara sepupu temohon berumur 28 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, alamat Kota Tegal. Setelah bersumpah dihadapan
persidangan mereka memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri sudah memiliki 1 anak laki-laki lahir di Tegal, 06 Juni 2015. Namun sejak
tahun 2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena
masalah ekonomi nafkah yang diberikan Pemohon kurang kepada Termohon, namun
sekarang Pemohon sudah bekerja di Jakarta, selama 2 tahun yang lalu Pemohon dan
Termohon sudah pisah rumah dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah
bertemu dan sudah tidak lagi berkomunikasi. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon
agar tidak bercerai namun tidak berhasil. Keterangan yang disampaikan saksi-saksi
tersebut diterima sebagai bukti oleh hakim. Jadi keterangan saksi menjadi alat bukti

pertimbangan hakim.

Fakta Hukum

Jika dalil-dalil permohonan serta sikap kedua belah pihak di persidangan
dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh
para saksi di persidangan, hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : pemohon dan

termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2013 dan
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berumah tangga terakhir di Kota Tegal, bahwa pemohon dan termohon pernah hidup
rukun dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama XXXX laki-laki lahir di Tegal 06
Juni 2015 yang sekarang dirawat oleh ternohon, bahwa sejak tahun 2019 antara pemohon
dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
masalah ekonomi, nafkah yang diberikan pemohon kurang dan termohon tidak patuh
dengan pemohon, bahwa mereka telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya 2 tahun
sampai sekarang, bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon tidak ada yang
berupaya untuk hidup rukun kembali, bahwa keluarga pemohon dan termohon telah

berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil.

3. Pertimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang tidak pernah bercerai.
Bedasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat 1 bahwa Pemohon dan
termohon berkuliatas hukum dalam perkara ini dan pemohon berhak mengajukan gugatan

cerai talak terhadap termohon ke Pengadilan Agama Tegal

Setelah mengajukan cerai maka Majelis Hakim memanggil Pemohon dan
Termohon untuk menghadiri persidangan perkara tersebut. Dikarenakan selama di
persidangan yang hanya hadir hanya Pemohon sedangkan termohon tidak pernah hadir ,
maka upaya untuk mediasi sebagaimana kententuan Peraturan Makamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Makamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, tidak dapat dilaksanakan,
karena tidak hadirnya termohon.

Bahwa setelah termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon
mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka berdasarkan ketentuan
pasal 125 Ayat 1 HIR permohonan pemohon diputus secara verstek.

Apabila mediasi mengalami kegagalan maka harus dihadirkan saksi-saksi. Saksi
tertulis adalah bukti surat-surat dan saksi yang kedua adalah orang yang mengetahui
peristiwa yang terjadi pada Pemohon dan termohon terutama dari pihak keluarga yang
mempunyai hubungan erat dengan pemohon dan termohon. Pemohon menghadirkan dua
orang saksi yang mempunyai hubungan erat dengan pemohon vyaitu saudara sepupu

pemohon dan saudara sepupu termohon. Berdasarkan pasal 171-172 HIR, keterangan-
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keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dalam

perkara cerai.

Bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, maka ada beberapa unsur yang
harus dipenuhi dalam perceraian yaitu : Pengadilan telah mendamaikan berusaha
mendamaikan suami istri dan tidak berhasil. Adanya alasan bahwa antara suami istri tidak
dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. bahwa unsur-unsur tersebut akan dijadikan
pertimbangan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam rumah
tangganya untuk memperoleh kesimpulan bahwa kondisi rumah tangganya sudah

memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian.

Untuk memutuskan suatu perceraian, maka alasan yang dijadikan untuk
pertimbangan hakim adalah bahwa kondisi rumah tangga yang diuraikan sudah terbukti
pecah (broken marrige) yang mana telah sesuai pada Yurisprudensi Makamah Agung RI
Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami istri yang
tidak dapat berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Karena rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang secara terus menerus, tidak harmonis, dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun, maka dapat ditanyatakan bahwa gugatan pemohon telah memenuhi salah
satu alasan perceraian yang digariskan bahwa permohonan tersebut alasannya telah sesuai
dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Pasal 21 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak raji’ kepada termohon diizinkan
dihadapan persidangan Pengadilan Agama, ini sesuai pada Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, atau setidaknya permohonan pemohon untuk bercerai mempunyai alasan

yang cukup, maka permohonan tersebut patut dikabulkan.
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4. Pertimbangan Hakim berdasarkan Hukum Islam

a. Ahli Hukum Islam Syeikh Abdurrahnman Ash-Shabuni dalam kitab Mazda Huriyatuz
Zaujain Fith thalagi Juz 1 halaman 83 tentang perkawinan yang sudah tidak ada
harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan sudah tidak ada lagi ikatan batin.
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“Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami
goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi serta ikatan
suami istri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu suami atau istri dengan belenggu yang
berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayan yang bertentangan dengan
nilai keadilan.”

b. Hadist kewajiban nafkah yang bagi orang tua kepada anaknya

A5 SSG G sl I e ¥ 3hs i ST L Y] ol 2S5 G gty oo
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“Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rasulullah
SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat
kikir, ia tidak memberi nafkah sesuatu yang mencukupiku adan anak kecuali
aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui, maja beliau
(nabi) bersabda: ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu
secara makruf.” (H.R Bukhari).

c. Kaidah ushuliyah

Jads oY e g}j

“kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya”(Al-Muhadzab
11:177)
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5. Amar Putusan

Mengingat semua pasal dalam pasal ini dalam perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.®2

Maka Majelis Hakim Mengadili

a)

b)
c)

d)

f)

1. Pertanyaan

Bahwa Termohon sudah dipanggil secara resmi dan harus menghadap
sidang namun termohon tidak hadir;

Mengabulkan permohonan secara verstek;

Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;

Menghukum Pemohon dengan memberikan nafkah 1 (satu) orang anak
yang bernama (XXXX) laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015 setiap bulan
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sampai anaknya
dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan akan naik
10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang
bernama XXXX, laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 20015 bulan pertama
sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama
Tegal,

Pemohon dibebankan untuk membayar perkara ini sejumlah Rp.505.000,-

(lima ratus lima ribu rupiah);

D. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Tegal

a) Apakah kurangnya nafkah istri dapat menjadi factor terjadinya pertengkaran terus

menerus dalam keluarga?

Jawab: Dapat menjadi faktor terjadinya pertentangan terus-menerus, ya 60% itu

penyebab perceraian adalah faktor ekonomi itu faktor ekonomi suaminya suaminya

itu Malas kerja ya kan kalau misalnya malas bekerja otomatis sudah banyak

82 Salinan putusan 548/Pdt.G/2021/PA.Tg diambil pada 29 November 2022 pukul 14. 43 WIB.
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kebutuhan istrinya tidak terpenuhi nampaknya, ya kan. Jadi kalau misalnya bisa
nggak sih faktor kurangnya itu jadi faktor peceraian kitanya ya ada dua pilihannya

Kalau iya Apakah Hakim dapat mengabulkan perceraian, dengan catatan
yang pertama karena istri itu tadi adalah menjadi penyebab dari pertengkaran dan
perselisihan terus-menerus. Hakim dapat mengabulkan dengan alasan tersebut
dengan syarat pertengkaran terus menerusnya itu ya kan Jadi sebenarnya di sini
yang menjadi tolak ukur itu adalah pertengkarannya, jika ada sanksi untuk
membuktikan, apa dia tetangga baru kan itu karena memang tidak terbukti apa
namanya pertengkaran, Jadi mungkin bisa ini memang sedang dipertahan untuk apa
untuk mengajukan, sekarang ini banyak sekali orang itu pengajuan itu baru bisa
sebulan untuk kita tempat tinggal dua minggu itu terjadi pertengkaran Padahal
kemarin itu di mediasi oleh perlindungan RT apa Kelurahan ternyata faktanya
orang-orang langsung saja lagi marahan sama istrinya atau suaminya langsung

diajukan ke pengadilan®,

b) Apa parameter atau tolak ukur hakim dalam mengabulkan perceraian dengan
nafkah istri yang tinggi sebagai alasan pertengkaran terus menerus yang berujung
ke perceraian?

Jawab: Untuk parameter ditinjau dari kualitas pertengkaran dengan disertai bukti-
bukti yang saksi sampaikan, misalnya pertengkaran sudah sangat besar sudah tidak
dapat didamaikan lagi ya kan karena sudah sangat besar kemudian sudah coba
diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak dan ternyata memang
kedua-dua dan juga berujung dengan pisah tempat tinggal, kalau pernikahannya itu
yang rusak walaupun, ya kan istilahnya rusak ya apa namanya bukan pernikahan
yang baik, jadi perpisahan tempat tinggal itu kan puncaknya ya jadi puncaknya
karena sudah terlalu gaduh itu kan perputaran bergerak karena mereka berpindah
tempat tinggalnya bisa tempat tinggal ini yang menguatkan pertengkaran dan
penceraian. jadi hati-hati melihat akibatnya Oh akibatnya ini sudah berpisah
ternyata selama 3 bulan tapi selama 3 bulan itu emang salah satunya itu

membuktikan kalau pertengkaran itu puter sekali untuk pemula Itu di buku-buru

8 wawancara dengan Hakim Wafda Khusnul Mykhiffa, Lc diambil pada 9 januari 2024
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suaminya terus sampai itu anak-anak terlantar ya kan beneran sakit atau apa Nah
itu hal-hal yang seperti itu menjadi juga Pukul berapa parah sih apa namanya
pertengkaran tersebut yang sudah sampai hilang duitnya tuh habis dijahilin tuh
sama ini kalau masuknya loh memang itu juga pernikahannya sudah terbuka dan
perceraiannya harus jadi kalau misalnya pertengkaran itu apa yang besar sehingga
menjadikan rumah tangganya itu pecah jadi dasar untuk apa yang digunakan
Hakim ya kalau dasar hukum yang pasti tadi yang pertama alasan terus kemudian
juga Selain itu biasanya juga menggunakan indikator broken maried (Perpecahan
Pernikahan), suami istri sudah tidak ada harapan rukun kembali, pengambilan
pendaiaman suami-istri terus tidak bisa didamaikan lagi. dan harus terbukti bahwa

kebutuhan hidup tidak terpenuhi. dan saksi menguatkan bukti-bukti tersebut.8*

c) Dasar hukum apa yang digunakan pada hakim dalam mengabulkan perkara
perceraian ini?
Jawab: Pertengkaran yang terus menerus, dan mengajukan perkara atau
pertengkaran yang telah terbukti. dan saksi-saksi menguatkan bukti pertengkaran-
pertengkaran yang terjadi dalam suami-istri. kira-kira sama dengan kurangnya
nafkah istri. jadi tolak ukurnya yaitu kualitas pertengkarannya. Dan dalam
persidangan dapat mengajukan alasan-alasan dan bukti keduanya diharuskan untuk
hadir, misalnya tidak hadir maka dianggap benar sesuai dengan tuntutannya.®®

8 wawancara dengan Hakim Wafda Khusnul Mykhiffa, Lc diambil pada 9 januari 2024

8 wawancara dengan Hakim Wafda Khusnul Mykhiffa, Lc diambil pada 9 januari 2024
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BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM SERTA TINJAUAN HUKUM
POSITIF TERHADAP NAFKAH ISTRI YANG TINGGI SEBAGAI PEMICU
PERSELISIHAN TERUS-MENERUS PADA PUTUSAN No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg.

A. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Istri Yang Tinggi sebagai

Pemicu Perselisihan Terus-Menerus pada Putusan No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg.

Hakim yang menyidangkan perkara No0.548/Pdt.G/2021/PA.Tg di Pengadilan
Agama Tegal mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan suami untuk

mengabulkan dalam perkara perceraian karena alasan syiqaq yang disebabkan karena

tingginya kebutuhan istri dan menimbulkan istri selalu merasa kurang atas nafkah yang

diberikan oleh suami dan ketidakpatuhan istri terhadap perintah suami dan sikap istri yang

sering keluar tanpa izin. Alasan perceraian karena istri merasa kurang atas nafkah yang

diberikan oleh suami dan ketidakpatuhan istri terhadap perintah suami dan sikap istri yang

sering keluar tanpa izin suami tidak terdapat dalam hukum Islam dan hukum postif, akan

tetapi akibat sikap istri yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan suami atau kurang

bersyukur atas nafkah yang diberikan suami dan termohon sudah tidak patuh kepada

pemohon atau termohon kurang dalam melayani pemohon dan termohon sering pergi tanpa

izin pemohon hal ini yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sangat

memuncak dalam rumah tangganya, bahkan di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa

termohon juga mininggalkan rumah sejak awal tahun 2019.

Dengan hal tersebut, pemohon sudah sangat bersabar mrnghadapi sikap dan

perbuatan termohon, namun pemohon sudah tidak tahan lagi dan pemohon memilih untuk

mengakhiri rumah tangganya. Kemudian pemohon merasa bahwa pemohon sudah tidak

dihargai dan dihormati sebagai kepala rumah tangga. Alasan perselisihan dan pertengkaran

terus menerus ini yang menjadi alasan primer yang dijadikan dasar hakim pengadilan

agama tegal dalam mengabulkan permohonan cerai talak suami dalam putusan
No0.548/Pdt.G/2021/PA.Tg. Sikap istri yang kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan

oleh suami atau sikap istri selalu merasa kurang jika diberi nafkah suami dan sikap istri

yang sudah tidak patuh atas perintah kepada suami atau istri kurang dalam melayani suami
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dan sering keluar tanpa izin, hal ini merupakan alasan sekunder bagi hakim dalam

memutuskan perkara ini.

Perceraian dengan alasan pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus di
dalam Al-Qur’an disebut dengan syigag. menurut definisi, syiqaq adalah perceraian yang
terjadi dengan alasan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, sehingga
memerlukan campur tangan dua orang hakam (juru damai) dari pihak suami maupun istri.
Sama halnya dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989, dikatakan bahwa

syigaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.8’

Untuk dikabulkanya perceraian karena alasan syigaq harus ada saksi-saksi dari
kerabat dekat baik dari suami maupun istri, yang nantinya akan diangkaat di pengadilan
sebagai hukum.® Dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989
dikatakan bahwa hakam adalah yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami
maupun pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencapai upaya penyelesaian

perselisihan terhadap syigag.

Dalam perkara No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg pemohon dan termohon telah berusaha
mencari perdamaian dengan cara mediasi mengangkat Abdul Rouf, S.Ag., MH. Akan
tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan jelas panggilanya sedangkan
termohon tidak pernah hadir yang disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut
hukum. dengan demikian majelis hakim telah berusaha mendamaikan agar tidak bercerai
namun tidak berhasil maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan
termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi. dalam persidangan ditemukan fakta bahwa,
keluarga pemohon dan termohon juga sudah menyatakan secara tegas tidak sanggup lagi
mendamaikan pemohon dan termohon. pernyataan ini yang dijadikan dasar bagi hakim
untuk memutuskan menerima gugatan perceraian pemohon dan termohon dengan alasan
perselisihan dan pertengakaran terus menerus. sebagaimana yang dikatakan dalam pasal

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) gugatan perceraian karena alasan

8 A Zuhdi Muhdor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai,Rujuk) (Bandung; al bayan 1995), him. 97
87 Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), him. 31
% Ibid
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tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kedaiman tergugat
(2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan
mengenal sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak
keluarga serta orang-orang terdekat dengan suami istri®

Pada umumnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga
disebabkan dari beberapa faktor:

1. Perselisihan yang menyangkut tentang persoalan keuangan

2. Faktor hubungan seksual

3. Faktor berlainan agama atau tidak patuh dalam menjalankan ajaran agama maupun
ibadah

4. faktor cara mendidik anak®

Hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran menurut penulis masih
dalam lingkup ,masalah keuangan sebagaimana yang dikatakan pemohon yakni istri
kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh pemohon atau termohon selalu merasa
kurang jika diberikan nafkah oleh pemohon padahal penghasilan pemohon sudah diberikan
semua kepada termohom dan termohon sudah tidak patuh lagi kepada pemohon ( termohon

kurang dalam melayani pemohon dan sering pergi tanpa izin pemohon).

Selain sikap istri yang merasa selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang
diberikan pemohon. pada saat persidangan ditemukan fakta bahwa pemohon dan termohon
telah sepakat meninggalkan tempat tinggal bersama setelaho terjadi perselisihan. dari
pemaparan diatas bahwa termohon yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran.
Namun dalam kasus ini majelis hakim lebih melihat pada apakah perkawinan ini dapat
dipertahankan atau tidak. Dengan berdasarkan Yurisprudensi No. 534/Pdt/1996 menyatakan
bahwa “ dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menyebabkan percekcokan
atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”.%

89 pasal 22 PP No 9 Tahun 1975. Diakses pada 18 Agustus 2023. Pukul 16.12 WIB.
% M. Yahya Harahap, Hukum perkawinan nasional, Medan: (Zahir trading, 1975), him. 145-146.
% Salinan putusan diakses pada 18 Agustus 2023. Pukul 19.21 WIB
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Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon
sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. ikatan batin dan komunikasi dalam
perkawinan pemohon dan termohon sudah terputus maka salah satu jalan alternatifnya
adalah perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurohman Ash
Shabuni dalam kitab Mizda Huriyatuz Zaujjain Fith thalagi Juz 1 halaman 83 Dalam hal
ini majelis hakim menggunakan dalil itu sebagai dasar mengabulkan permohonan cerai

yang berbunyi :
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“Islam memilih jalan percerian, ketika rumah tangga sudah mengalami
goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-
istri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami atau istri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah
penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan”..

Majelis hakim juga menimbang bahwa kondisi perkawinan pemohon dan termohon
sudah terbukti telah pecah (broken marriiage) yang mana sudah sesuai dengan
Yuriprudensi Makamah Agung R1 No 379/K/AG/1995 pada tanggal 26 Maret 1997 yang
menyatakan bahwa “suami istri tidak berdiam serumah bagi dan tidak harapan untuk

hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah .

Maka dari beberapa pertimbangan majelis hakim tersebut penulis dapat
menyimpulkan bahwa, perceraian yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah bukan
karena sikap istri yang merasa kurang atas nafkah dari suami dan kurangnya dalam
melayani atau sering keluar tanpa seizin suami, melainkan karena syiqaq yang terjadi
dalam rumah tangga. Adapun sikap istri yang tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan
atau merasa selau kurang nafkah yang diberikan dan ketidak patuhan istri serta sering
keluar tanpa seizin suami merupakan katalisator atau pemicu terjadinya syigag dalam

rumah tangga pemohon dan termohon. dengan demikian majelis hakim melihat bahwa
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rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang
akhirnya memuncak dan apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka akan membawa

mafsadat bagi kedua belah pihak.

Adapun bukti-bukti yang dijadikan landasan dasar hakim dalam memutus perkara
ini adalah saksi-saksi dari kedua belah pihak yang dibenarkan hakim menyatakan bahwa
perselisihannya disebabkan karena masalah ekonmi nafkah yang diberikan kurang padahal
pemohon bekerja di jakarta. dan pemohon dan termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun
dan selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak ketemu lagi dan tidak pernah lagi
berkomunikasi dengan baik. dan pemohon sudah bersabar menghadapi sikap dan perbuatan
termohon namun sudah tidak sanggup lagi. Hal ini yang menyebabkan perselisihan terus
menerus hingga pemohon tetap mimilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan

bercerai..

Setelah melewati prosedur persidangan dengan melakukan upaya perdamaian,
pemeriksaan dan pembuktian kemnudian hakim memutus perkara
No/548/Pdt.G/2021/PA.Tg tersebut dengan dasar, pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan
bahwa salah satu alasan diperbolehkannya perceraian adalah pertengkaran yang terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menurut pandangan penulis yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut bukan
semata-mata pertengkaran yang bersifat aktif yaitu pertengkaran dengan suara keras dan
kasar antara pemohon dan teromohon, tetapi juga pertengkaran pasif yang berbentuk saling
diam, tidak menegur sapa, tidak berkomunikasi satu sama lain atau pisah tempat tinggal

antara keduanya.

Tinjauan dari hukum positif, putusan hakim terhadap perkara ini tidak keluar dari
koridor hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang menjadi rujukan hakim-hakim
di Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan putusan telah
melakukan upaya mediasi antara kedua pasangan tersebut dengan tujuan agar pasangan

suami istri ini dapat hidup rukun, harmonis dan damai sesuai dengan tujuan perkawinan.
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Alasan ketidaksanggupan suami melihat perbuatan istrinya yang merasa kurang
atas nafkah yang diberikan suami dan ketidak patuhan istri atas perintah suami adalah
karena pemohon merasa semua penghasilan suami telah diserahkan seluruhnya kepada
termohon atau istri, akan tetapi istri selalu merasa kurang ddan tidak bersyukur atas nafkah

yang diberikan kepada istri.

Bahwa keharmonisan dan kenyamanan sebuah keluarga tidak hanya dirasakan oleh
perempuan saja melainkan laki-laki atau suami juga mempunyai hak untuk merasakan
kenyaman dan keharmonisan dalam keluarga. ini menunjukan bahwa perempuan dan laki-
laki mempunyai tanggung jawab serta kedudukan yang sama untuk membangun keluarga

yang harmonis.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tegal dengan Nomor perkara 548 ini
penulis dapat menyimpulkan bahwa percerian ini disebabkan karena adanya syigaq yang
dipicu oleh sikap istri atau termohon yang tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan atau
merasa selau kurang nafkah yang diberikan dan ketidak patuhan istri serta sering keluar
tanpa seizin suami. sehingga mengakibatkan perselisihan terus menerus antara pemohon

dan termohon yang berujung pada perceraian.

penulis berpendapat bahwa Hakim dalam memutus perkara percerian lebih
mengutamakan kemaslahatan dan meminimalisir adanya kemadharatan akibat perselisihan
dan pertengkaran terus menerus karena sikap istri yang tidak bersyukur atas nafkah yang
diberikan atau merasa selau kurang nafkah yang diberikan dan ketidak patuhan istri serta
sering keluar tanpa seizin suami. Hal ini menunjukan bahwa Hakim memutus perkara ini
tidak hanya “law in the book™” akan tetapi out book yang mengharuskan hakim berfikir
diluar ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama tidak hanya
bertindak sebagai aparatur penegak hukum dan keadilan tetapi juga menjadi agen

perubahan hukum untuk mengatasi masalah-masalah yang berujung kepada perceraian.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Nafkah Istri Yang Tinggi Sebagai Alasan
Perceraian pada Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Tg.

Hakim yang menyidangkan perkara No0.548/Pdt.G/2021/PA.Tg di Pengadilan
Agama Tegal telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami dengan

alasan syigag yang disebabkan karena tingginya kebutuhan istri dan istri selalu merasa
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kurang atas nafkah yang diberikan oleh suami. Atas kekurangan itulah pertengkaran terus
menerus (Syigag) menjadi alasan suami untuk mengajukan cerai talak kepada pengadilan
dan memohon agar dikabulkan keluarga yang mereka bangun sudah tidak sesuai dengan
tujuan perkawinan dan sudah tidak harmonis seperti dahulu kala, fakta dalam putusan
pertengkaran itu hampir 3 tahun berjalan, yaitu pada awal tahun 2019. Oleh karena
penyebab utama pertengkaran dalam keluarga tersebut adalah istri merasa kurang nafkah
yang diberikan istri, penulis akan mencoba menganalisis lebih luas terkait permasalah
tersebut dengan perspektif hukum Islam.

Islam sebagai agama wahyu yang berasal dari Allah SWT, dzat yang menciptakan
manusia, merupakan petunjuk bagi manusia agar dalam menempuh kehidupannya di dunia
tidak tersesat sehingga manusia memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah
SWT sebagai al-Khaliq, Maha Mengetahui tentang keadaan manusia makluk ciptaan-Nya
itu. Kepada manusia diberikan aturan-aturan hidup yang cocok sebagai makhluk yang
menyandang predikat “ahsani taqwim” dibanding makhluk Tuhan yang lain. Tidak

dibiarkan manusia bertikai satu sama lain terutama dalam perkawinan.

Dalam agama Islam, umat muslim dikenalkan dengan adanya Al-Quran, yaitu salah
satunya sebagai petunjuk atau hukum paten dalam ibadah dan muamalah terlebih pada
perkawinan. Al-Quran telah menjelaskan bahwa dalam perkawinan, suami memiliki
kewajiban untuk bertanggung jawab penuh (imam) dan mempunyai kewajiban menafkahi

terhadap keluarga yang ia bangun.

Melihat fenomena putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg
terkait cerai talak yang pokok permasalahannya adalah tentang istri yang merasa kurang
atas nafkah yang diberikan suami dan dasar hukum Islam di atas, penulis melihat bahwa
nafkah yang diberikan suami terhadap istri sebetulnya sudah sesuai dengan syariat agama
Islam, yang menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan
keluarganya. Hal ini telah sesuai Firman Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 34 yang
berbunyi: %

92 https://quran.kemenag.go.id/. Diakses pada 20 agustus 2023. Pukul 21.15 WIB
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan
nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Pada sepenggal konteks Surah An-Nisa ayat 34, "melebihkan sebagian dari harta
mereka" merujuk kepada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya,
termasuk pemeliharaan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan kemampuan
suami. Ini mencakup memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal, dan pemenuhan

kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh istri-istri dalam keluarga.

Namun, fakta yang terjadi dalam putusan tersebut, telah dikatakan bahwa suami telah
memberikan nafkah, namun istrinya saja yang merasa kurang atas apa yang berikan oleh
suami. Padahal dalam Islam, sudah dijelaskan bahwa kewajiban suami menafkahi istri dan
keluarganya disesuaikan dengan kemampuannya. Artinya, apabila suami telah
melaksanakan kewajibannya dengan kemampuan semaksimal mungkin untuk menafkahi
istri dan keluarganya, maka istri secara tidak langsung memiliki beban moral untuk
menerima dengan lapang dada dan mensyukuri atas apa yang ia dapatkan, yaitu nafkah dari
suami. Pada Surah At-Talag Ayat 7, Al-Quran menjelaskan bahwa suami berkewajiban
juga untuk menafkahi keluarganya sesuai kemampuan yang ia miliki, sesuai bunyi sebagai

berikut :%2

9 https://quran.kemenag.go.id/. Diakses pada 20 agustus 2023. Pukul 21.56 WIB
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“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut
kemampuanya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan
(sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kelak akan memberikan kelapangan
setelah kesempitan”.

Ayat lain yang menjelaskan tentang nafkah suami terhadap keluarganya terdapat

pada suarah Al-Bagarah ayat 233 yang berbunyi: %
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan
dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.”

% https://quran.kemenag.go.id/. Diakses pada 20 agustus 2023. Pukul 22.06 WIB
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Dari ayat-ayat di atas, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang hak dan
kewajiban suami bagi istri dan keluarganya. Hal ini terdapat pada hadits yang di riwayatkan

oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibu Majah yang berbunyi:®®
P B Sarde Basl amgy 55 Lol Jgoy b et JB el o il glas o oS- 0
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“Mu'awiyah Al-Qusyairi -radiyallahu 'anhu- bertanya kepada Rasulullah -
sallallahu 'alaihi wa sallam- tentang hak-hak yang wajib bagi seorang istri. Lantas
beliau menjelaskan kepadanya bahwa yang wajib dari hak-hak itu adalah
memberinya makan dan memberinya pakaian sesuai dengan kemampuannya.
Kemudian beliau melarang untuk memukul wajah istrinya, mencela dan mencacinya,
serta mengucilkannya kecuali di dalam rumah. Janganlah ia mengucilkannya -jika
ia ingin menghukumnya- kecuali di ranjangnya, janganlah ia berpindah darinya
menuju rumabh lain, dan jangan pula ia memindahkannya ke rumah lain”.

Hadits yang sama membahas tentang nafkah suami terhadap istri juga terdapat pada

riwayat Imam At-Tirmidzi yang berbunyi. %
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“Rasulullah saw. bersabda, ‘Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah
tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran
karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluargana” (HR
Muttafaq alaih).

Ayat Al-Quran di atas mempunyai makna tersirat bahwa memang benar, suami
mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri dan keluaga. Namun argumen itu juga
mempunyai agrumen turunan yaitu nafkah yang diberikan tidak sepenuhnya untuk istri dan

keluarga, namun juga beberapa masyarakat muslim lainnya. Melihat hal ini apabila

% Hudaya, Hairul. Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam). Jurnal Mu’adalah Studi
Gender dan Anak Vol. 1 No. 1. Tahun 2013.
% Ibid, him. 28.
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dikaitkan dengan perkara di atas yaitu istri merasa tidak cukup atas pemberian nafkah
suami, maka seharusnya istri setidaknya memiliki beban moral bahwa ia telah di berikan
nafkah suami meski ia merasa kurang. Bagi penulis, ukuran kurang itu dapat disesuaikan
dengan pribadi masing-masing. Artinya bahwa nafkah itu dapat di sesuaikan dengan

kebutuhan-kebutuhan pribadi dengan manajemen yang baik dan rinci.

Manajemen yang baik dapat dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan-
kebutuhan yang lebih penting dahulu hingga kebutuhan pemanis. Ada tiga hal dalam
manajemen kebutuhan, pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan
kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertahan
dan menjalani kehidupan yang layak. Ini adalah kebutuhan yang sangat penting dan

mendasar bagi kelangsungan hidup manusia.

Kebutuhan primer mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal,
pendidikan, dan kesehatan. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah
kebutuhan yang dapat diterapkan setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Kebutuhan ini
tidak bersifat mendesak seperti kebutuhan primer, tetapi masih sangat penting untuk
meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan catatan bahwa kebutuhan ini dapat
digunakan ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan ini mencakup hal-hal
seperti pendidikan lebih tinggi, transportasi, komunikasi dan lain-lain. Ketiga, kebutuhan
tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat lebih luks dan bersifat lebih
pribadi. Kebutuhan ini tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup atau kesejahteraan
dasar, tetapi mungkin diinginkan untuk meningkatkan gaya hidup atau kebahagiaan
seseorang. Namun kebutuhan ini seringkali digunakan orang sebagai kebutuhan yang

pokok, padahal kebutuhan ini hanya kebutuhan pemanis manusia.

Dari ketiga kebutuhan di atas manajemen keuangan atau nafkah keluarga apabila
diterapkan dengan baik dan benar tentu akan mencapai kebutuhan yang sesuai dan kecil
sekali kemungkinan kemiskinan dalam keluarga. Kita tahu sendiri salah satu faktor
pertengkaran dalam keluarga adalah kemiskinan padahala hal itu sebenarnya dapat
ditangkas dengan manajemen keuangan yang baik.

Meski demikian, masih banyak masyarakat melakukan manajemen keuangan dalam

keluarga kurang tepat, sering kali kita lihat ada beberapa orang yang lebih mementingkan
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kebutuhan sekunder atau tersier sebagai kebutuhan pokok mereka, mereka lebih nyaman
dan puas apabila kebutuhan tersier ini dapat dicapai meski pada akhirnya akan
mendapatkan kerugian yang tidak terkira sebelumnya. Namun banyak hal kesalahpahaman
tindakan orang dalam mengelola menajemen keuangan tersebut, bisa jadi karena
lingkungan yang mengharuskan ia memutuskan untuk mengedepankan kebutuhan tersier
terlebih dahulu.

Bisa saja problematika yang terjadi pada putusan di atas adalah hal demikian.
Lingkungan dari istri yang sepertinya mengharuskan untuk memenuhi kebutuhan tersier,
pada akhirnya istri mengambil jalan kebutuhan tersier di kedepankan, tanpa melihat
dampak yang terjadi setelahnya. Sehingga ketika kebutuhan tersier itu dipenuhi maka akan
terus menerus kebutuhan itu menagih untuk dipenuhi. Karena kebutuhan tersier sifatnya
adalah untuk merias kebutuhan dan candu. Oleh karena kebutuhan tersier dipenuhi secara
terus menerus, sehingga kebutuhan lain terbengkalai dan akan menemukan titik dimana

keuangan dalam keluarga terasa kurang dan terus kurang.

Mengingat karena yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah
suami, artinya hanya satu pintu saja maka tidak heran apabila sering terjadi pertengkaran
dalam keluarga karena kebutuhan yang dipenuhi terlalu banyak dan manajemen yang
kurang baik. Dari itu penulis kira agak wajar apabila suami berkomunikasi dan
mempertanyakan nafkah yang ia berikan dipergunakan untuk apa saja dan kebutuhan yang
apa. Ketika dalam komunikasi tersebut pada salah satu pihak tidak jujur dan kurang maka

yang terjadi hanyalah kebuntuan dan berakhir pada pertengkaran.

Penulis kira, apa yang dilakukan suami ini telah sesuai dengan ajaran agama dan telah
melakukan kewajibannya semaksimal mungkin. Hanya saja dari pihak istri kurang tepat
dalam memanajemen keuangan (nafkah) yang diberikan oleh suami, sehigga dalam
keluarga terjadi kekurangan nafkah yang tidak dapat diperkirakan. Bagi penulis
permohonan perceraian yang diajukan oleh suami sah-sah saja dan apabila dikabulkan oleh
hakim telah memenuhi syarat secara agama. Penulis sependapat dengan alternatif yang
digunakan hakim dalam menggali hukum, yaitu pendapat ahli hukum Islam, Syekh
Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab Madza Huriyatuz Zauain Fi Thalaqgi, yang

mengatakan bahwa “ Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah
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mengalamioncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan
suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal
itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan”.

Dasar tersebut bagi penulis sudah cukup apabila digunakan dalam memutuskan
perkara di atas, namun bagi penulis akan lebih kuat dasarnya apabila ditambahkan beberapa
dasar hukum Islam agar lebih kuat dalam menimbang perkara tersebut. Setidaknya bisa
menggunakan dasar hukum Magqashid Asy Syari’ah yang memang mengedepankan
kemaslahatan. Artinya apabila permohonan perceraian ini tidak dikabulkan akan
menimbulkan banyak kemdharatan bagi keluarga tersebut. Kemadharatan bisa diambil dari
berbagai sisi, salah satu madharat bagi kebahagiaan utamanya mental suami, istri terlebih
anak. Memang sekilas perceraian itu terlihat sebagai hal yang tabu, namun hal ini dapat
dipandang dengan sisi yang berbeda apabila memang keluarga sudah benar-benar tidak

dapat dipertahankan dan perlu digaris bawahi juga perceraian diperbolehkan dalam Islam.
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BAB V
PENUTUP

C. Kesimpulan
Setelah menguraikan pembahasan dan pokok permasalahan serta analisis yang
dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai
berikut:

1. Hakim memutuskan perkara berdasarkan pada bagian kurangnya nafkah istri hingga
memicu terjadinya pertengkaran terus-menerus, sehingga Hakim menggunakan
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
yang menjelaskan bahwa salah satu alasan diperbolehkannya perceraian adalah
pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam hal ini, penulis
sepakat dengan keputusan hakim yang telah mengabulkan perceraian, karena apabila
tidak dikabulkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi keluarga tersebut.
Namun penulis tetap menegaskan bahwa hakikat perceraian diperbolehkan apabila
memang sudah pada taraf darurat, artinya kalau sebuah keluarga masih dalam taraf yang
bisa diperbaiki jangan sampai mengajukan perceraian.

2. Hakim menggali hukum pendapat ahli hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni
dalam kitab Madza Huriyatuz Zauain Fi Thalaqi, yang mengatakan bahwa “ Islam
memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalamioncangan, nasehat
dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa
ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau
isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang
bertentangan dengan nilai keadilan”. apa yang dilakukan suami ini telah sesuai dengan
ajaran agama dan telah melakukan kewajibannya semaksimal mungkin. Hanya saja dari
pihak istri kurang tepat dalam memanajemen keuangan (nafkah) yang diberikan oleh
suami, sehigga dalam keluarga terjadi kekurangan nafkah yang tidak dapat diperkirakan.
Bagi penulis permohonan perceraian yang diajukan oleh suami sah-sah saja dan apabila

dikabulkan oleh hakim telah memenuhi syarat secara agama

D. Saran
Dalam hubungan pernikahan, penting untuk belajar berkompromi. Pasangan dapat mencari

solusi yang memadukan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga keduanya merasa
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dihargai dan dipenuhi. Jika masalah kebutuhan istri berdampak serius pada pernikahan,
perlu adanya bantuan dari seorang konselor perkawinan. Konselor dapat membantu
pasangan dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang sesuai. Di sini penulis
menekankan, penting untuk memahami peran gender dan faktor budaya dalam kebutuhan
istri. Terkadang, nilai-nilai budaya dan ekspektasi sosial dapat memengaruhi persepsi
terhadap kebutuhan istri. Ini perlu dipertimbangkan dalam upaya memahami dan
menyelesaikan konflik. Selain itu penting juga untuk mendorong istri untuk
mengembangkan kemandirian finansial dengan pekerjaan atau keahlian dapat membantu
mengurangi tekanan keuangan dalam pernikahan. Penulis meyakini bahwa ketika masalah
kebutuhan istri dihadapi dengan pemahaman, komunikasi yang baik, dan tindakan konkret,
perceraian dapat dihindari atau diminimalkan. Yang terpenting adalah kerjasama dan ko

mitmen pasangan untuk menjaga kestabilan hubungan mereka.
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PUTUSAN
Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg
)5 ) R 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkarZerai Talakantara :

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-

bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

11 November 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talakyang telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dalam register perkara Nomor
548/Pdt.G/2021/PA.Tg tanggal 12 November 2021 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada

tanggal 31 Oktober 2013 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Margadana,

Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal 11 Oktober 2013;

2. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Ponorogo RT 006 RW 001,

Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal selama
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selama * 4, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua
Pemohon di JI. Sultan Hasanudin, RT 0003, RW 002, Kelurahan Keturen,
Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama + 1 tahun 2 bulan. Pemohon
dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da
dukhul)dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Aditya Rifki Hamizen,
laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon
rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017 awal antara Pemohon
dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang disebabkan oleh:
3.1 Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan
oleh Pemohon (Termohon selalu merasa kurang jika diberi nafkah oleh
Pemohon);
3.2. Termohon sudahtidak patuh kepada Pemohon (Termohon kurang
dalam melayani Pemohon dan sering pergi tanpa ijin Pemohon);
4, Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Januari tahun2019
dengan penyebab yang sama sebagaimana telah di uraikan di atas, yang
akibatnya Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah, Pemohon
sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di JI. Sultan Hasanudin, RT
0003, RW 002, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Termohon
pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di Jalan
Ponorogo RT 006 RW 001, Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan
Margadana, Kota Tegal, sejak saat itu pisah tempat tinggal selama + 2
tahun 10 bulan;
5. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dengan
Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai sepasang
suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada harapan
lagi untuk hidup rukun dan harmonis;
6. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi

sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi
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dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di
Pengadilan Agama Tegal;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk
mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak
mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi
unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk
menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohonmohon agarKetua
Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna
memeriksa dan mengadili PermohonanPemohon serta berkenan memberikan
putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :
1. Mengabulkan PermohonanPemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak
satu Raj'i kepada Termohon KXXX)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR :
Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir
menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai
wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;
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Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena
Termohon tidak pernah hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan
rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap
pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu
dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :
A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :

3376031202910001 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat

tersebut bermaterai cukup, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 31 Oktober

2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal,

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup,diperiksa oleh Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
B. Saksi-saksi

1. XXXX umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

karyawan swasta, alamat Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan

keterangan sebagai berikut :

g Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah saudara sepupu Pemohon;

g Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang telah menikah secara sah di KUA Margadana Kota Tegal
dan terakhir berumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sumur
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Panggang Kota Tegal dan sudah memiliki 1 orang anak sampai
berpisah;

g Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun
2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi
disebabkan karena masalah ekonomi dan disebabkan Termohon tidak
patuh dengan Pemohon;

g Bahwa setahu saksi selama 2 tahun yang lalu Pemohon dan
Termohon sudan pisah rumah, dan selama pisah Pemohon dan
Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi yang baik;

g Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai
dengan Termohon Namun tidak berhasil;
2. XXXX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
buruh, alamat Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut :

g Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah saudara sepupu Termohon;

g Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang telah menikah secara sah di KUA Margadana Kota Tegal
dan terakhir berumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sumur
Panggang Kota Tegal dan sudah memiliki 1 orang anak sampai
berpisah yang bernamaXXXX laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015
yang dirawat oleh Termohon

g Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun
2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi
disebabkan karena masalah ekonomi nafkah yang diberikan Pemohon
kurang kepada Termohon, namun sekarang Pemohon sudah bekerja

di Jakarta;
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g Bahwa setahu saksi selama 2 tahun yang lalu Pemohon dan
Termohon sudan pisah rumah, dan selama pisah Pemohon dan
Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi yang baik;

g Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai
dengan Termohon Namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari seorang anak
yang bernama XXXX laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 201%ersedia untuk
memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) melalui Termohon, hingga anak tersebut dewasa atau
mandiridi luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 %
(sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada
permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini ;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanyaPemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg

79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karenaTermohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara
verstek, akan tetapi oleh karena perkaraag quo mengenai perceraian,
berdasarkan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan beserta penjelasannya maka ketidakhadiran Termohon tidak
dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon,
melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar
kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebutyang merupakan
dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri
tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itlPemohon patut dibebankan
pembuktian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah
mohon diberi izinuntuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, sebab
sekitar tahun 2017 awal antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh
Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon
(Termohon selalu merasa kurang jika diberi nafkah oleh Pemohon), Termohon
sudahtidak patuh kepada Pemohon (Termohon kurang dalam melayani
Pemohon dan sering pergi tanpa ijin Pemohon), puncak permasalahan terjadi
pada Januari tahun2019 dengan penyebab yang sama sebagaimana telah di
uraikan di atas, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon sepakat untuk
berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Sultan
Hasanudin, RT 0003, RW 002, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan,
Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di Jalan
Ponorogo RT 006 RW 001, Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan
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Margadana, Kota Tegal, sejak saat itu pisah tempat tinggal selama % 2 tahun 10
bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkanpermohonan Pemohon, yang menjadi
pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antardemohon
dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 bukti
tersebut telah diberi meterai secukupnya, diazegelen serta telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIRjis. Pasal 1888
KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang NomotO Tahun 2020 Tentang
Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka
alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna vblledig) dan
mengikat (bindende) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon beragama
Islam sehingga Perkara ini merupakan kopetensi absolute Pengadilan Agama
khususnya Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Keterangan
Pengganti Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,
maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurnavblledig) dan
mengikat (bindende) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon
adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwaPemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang
keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan
keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon serta mengenai pisahnya Pemohon dan
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Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah
didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan
dengan bukti P.1, P.2dan keterangan 2 (dua) orang saksPemohon tersebut di
atas, yang diajukan olehPemohon dalam perkaraa quo, maka Majelis Hakim
mengkonstatir peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum
sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang
menikah tanggal 31 Oktober 2013dan berumah tangga terakhir di Kota

Tegal,

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernam2XXX laki-laki, lahir di Tegal,

06 Juni 2015 yang sekarang dirawat oleh Termohon;

Bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah
ekonomi, nafkah Pemohon yang kurang dan Termohon yang tidak patuh
dengan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
setidak-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada
yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk
mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan
Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu
raj/i terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan
mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Rsal 39 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg

82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa vyang dapat dijadikan dasar/alasan dalam
mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahunl974
Tentang Perkawinan dan Pasal 118Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya

perceraian yaitu:

Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak
berhasil;
Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat

hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur  tersebut akan
dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang
terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu
kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah
menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi
tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan
demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori
“Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan
Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tandga
belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan
pertimbangan berikut;
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Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak
menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena
Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah
diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Termohon tidak menunjukkan
itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena tidak pernah datang
menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi
Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon
pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak
kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling
mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas,
maka kategori ‘Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara
Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tanggd telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,
ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah
terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, sesuai
dengan pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam
Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalagiuz 1 halaman 83 dan diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Bha @ shal i B bl a WA a JuViA) a8
mad Oy e Jspal b odh ow aly O
M) I OY zeu s Oedisa gl Ak,
Aa 9 & soall Caadh a3l A e asay o sliza
Z\J‘M\ CJJ ol.)\:a
Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami
goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta
ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan
belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang

bertentangan dengan nilai keadilan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagaiamana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyaitu untuk menciptakan rumah tangga yang
bahagia, sakinah mawaddah warahmahtidak akan tercapai. Dengan demikian
unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon
sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah bfoken marriage hal
mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl. Nomor 379-
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:Suami isteri yang
tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun
kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecgh

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup
alasan sesuai Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinanjo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi
izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidak-tidaknya
permohonan Pemohon untuk bercerai denganTermohon telah memiliki cukup
alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadagermohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam keterangannya telah bersedia
untuk memberikan nafkah Hadhonah 1 (satu) orang anak Pemohon dan
Termohon yang sekarang dirawat oleh Termohon yang bernamaXXXX laki-
laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015etiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandindli luar biaya pendidikan

dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
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Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama
XXXX laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015, sekarang dalam asuhan Termohon
selaku ibunya dan telah dirawat dengan baik oleh ibunya sehingga untuk
kenyaman dan kebaikan anak tersebut, anak Tersebut tetap dirawat oleh
Termohon dengan tetap mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan
nafkah anak tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan haditsyang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari menyatakan tentang kewajiban nafkah bagi orang tua kepada anaknya
yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi
byl Gha aw a oige & o, e o
La by Gl gmad Sau oldw W ool d) Jswly
Ju @ au Jwoe 4 ol Fllha ) ey Jy oS

(o olgy ) digomally  daly o dih La A

Artinya: “Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbamlerkata: Wahai
Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki
yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak
kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka
beliau (nabi) bersabda: Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan
anakmu secara makruf.” (H.R Bukhari);

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c)
dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya Bahwa
pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi tersebut
memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum
seorang Ayah (n casu Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun
sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang

diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

A PV o Ve ex

Artinya:Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-

Muhadzdzab Il: 177)
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
mengenai nafkah Hadhonah 1 (satu) orang anak yang bernamXXXX laki-laki,
lahir di Tegal, 06 Juni 2015 yang sekarang hidup dan dirawat oleh Termohon,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patut, cukup memadai dan mampu
jika Pemohondihukum untuk membayar melalui Termohonnafkah Hadhonah 1
(satu) orang anak berupa uang minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau mandisetiap bulan, di luar
biaya pendidikan dan kesehatan dan sebagai antisipasi kenaikan biaya hidup
maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan kenaikan minimal 10 %
setiap tahunnya melalui Termohon;

Menimbang, bahwa terkait kenaikan nafkah 1 (satu) orang anak
Pemohon dan Termohon yang bernamaXXXX laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni
2015, minimal sebesar 10 % (sepuluh porsen) setiap tahun, hal tersebut
dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C
Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14;

Menimbang, bahwa berdasarkanSurat Edaran Mahkamah Agung No 1
tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilanuntuk memberi perlindungan hukum bagi
hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat
perceraian khusus nafkah anak bulan pertama sebelum diucapkannya ikrar
talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepad&@emohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon XXXX di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;

4, Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah {satu) orang

anak yang bernama seorang anak bernam2XXX laki-laki, lahir di Tegal,

06 Juni 2015 setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

melalui Termohon, hingga anak tersebut dewasa atau mandindi luar biaya

pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap

tahunnya;

5. Menghukum Pemohon untuk membayamafkah 1 (satu) orang anak

yang bernama XXXX laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 201%ulan pertama

sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Tegal,;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada

hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4
Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal
yang terdiri dari Abdul Rouf, S.Ag., M.Hsebagai Ketua Majelis,Abdul Jaris
Daud, S.H. dan H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.Hmasing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dengan dibantu Pupri Cahyono, S.H.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Abdul Jaris Daud, S.H. Abdul Rouf, S.Ag., M.H.
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H. Fitriyadi, S.HIl., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Pupri Cahyono S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupigh
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